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ABSTRAK 
SURAHMAT (B111 12 368), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.B/2015/PN.Mks), di 
bawah bimbingan M. Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Hj. Nur 
Azisa selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan (2) untuk 
mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pemalsuan surat dalam Putusan No. 30/Pid.B/2015/PN.Mks.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (interview) dengan salah satu 
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut di Pengadilan 
Negeri Makassar serta melakukan studi dokumen dalam perkara tersebut. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode 
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yakni 
dengan membandingkan pelaksanaan penerapan ketentuan pidana 
materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No. 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum 
pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada 
perkara Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Mks, yaitu para Terdakwa di 
persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Akan 
tetapi, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan adanya perbarengan 
tindak pidana (concursus). Para Terdakwa secara bersama-sama telah 
melakukan tindakan penyerobotan yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) 
Jo. Ayat (4) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara maksimum 1 
(satu) tahun, dan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan No. 30/Pid.B/2015/PN.Mks adalah pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan sosiologis. Majelis Hakim menilai bahwapara Terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, para Terdakwa dalam 
keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan 
hukum, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Namun, dalam 
penjatuhan pidana Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan para 
Terdakwa termasuk perbarengan tindak pidana (concursus). 
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ABSTRACT 
SURAHMAT (B111 12 368), Juridical Review Against Mail Forgery 
Crime (A Case Study of Verdict No. 30/Pid.B/2015/Pn.Mks), under the 
guidance of M. Syukri Akub as Supervisor I and Hj. Nur Azisa as 
Supervisor II. 
The objectives of this research are: (1) to determine the enforcement 
material criminal law against mail forgery crime and (2) to determine the 
legal basic of judge consideration against the mail forgery criminal in 
Verdict No. 30/Pid.B/2015/Pn.Mks. 
This research was conducted in Makassar using the interview as a 
technique of data collection, that interviewing one of the judge who 
investigated and adjudicated in the Makassar District Court as well as to 
do the study documents. Then, those data were analyzed using normative 
juridical approach by comparing the implementation of the material 
criminal provisions and legal consideration of the judge in Verdict No. 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks. 
The result of this study are : (1) The enforcement of the material 
criminal law against themail forgery crime in Verdict No. 30/Pid.B/2-
15/Pn.Mks, the defedants by the trial have fulfilled the elements of a 
criminal offense and guilty of the mail forgery. As stipulated in Article 263 
section (1) Jo. Article 55 section (1) of the first Criminal Code. However, 
the public prosecutor did not elaborate the occurence of criminal 
consolidation (concursus). The defendants jointly have committed the 
annexation that stipulated in Article 167 section (1) Jo. Section (4) of the 
Criminal Code with maximum imprisonment 1 (one) year, and (2) The 
judge considerations in Verdict No. 30/Pid.B/2015/Pn.Mks are juridical and 
sosiological considerations. The panel of judges considered that the 
defendants were able to account for this actions, the defendants were in a 
good health and capable to consider the elements against the law, and 
there is no excuse for criminal aboliton. However, the judge did not 
considered of the defendants including criminal consolidation (concursus). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang 
memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Tindak pidana mengandung unsur-unsur yang disebut 
kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu 
pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Jika perbuatan 
tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka 
perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, 
membahas mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang 
unsur-unsurnya. Pengertian seperti inilah yang digunakan oleh praktisi 
hukum dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen penegakan 
hukum dalam usaha mencari keadilan. 
Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan sesuatu 
kepentingan hukum (rechtsbelang) yang hendak dilindungi oleh 
dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat 
misalnya, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) 
KUHP, maka telah dilakukan perlindungan kepentingan hukum terhadap 
kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat 
18 
 
dalam bentuk tulisan dapat mengenai bermacam-macam hal, misalnya 
informasi, berita, keadaan tertentu, dan sebagainya. 
Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, 
frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam 
bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana 
mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran 
mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan 
hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang 
terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Tindak 
pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum 
terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (publica fides) pada 
surat.1 
Hukum pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai 
pemalsuan, yang memakai istilah faux en ecritures, maka pemalsuan 
hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap 
penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan 
cara apapun dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis 
surat ialah terhadap empat macam surat saja. 
Pemalsuan surat (valcheid in geschriften) diatur dalam Bab XII Buku II 
KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah sebagai 
berikut. 
 
                                                          
1
 Adami Chazawi, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 
135. 
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1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok 
(eenvoudige valschheid in geschriften), yang juga disebut sebagai 
pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263). 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (gequaalifeceerde valshheids in 
geschriften) (Pasal 264). 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik 
(Pasal 266). 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268). 
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271). 
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274). 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275). 
Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo. 429. 
Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan 
tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si 
pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai 
dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 
No. 1-4. 
Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak 
pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Berdasarkan 
unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat 
surat palsu atau memalsu surat. Sementara, pemalsuan surat dalam ayat 
(2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. 
Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun 
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masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempus dan locus 
serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. 
Dalam perkembangannya, tindak pidana pemalsuan surat mengalami 
perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang 
dipalsukan berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang 
sangat luas. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk 
kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau 
tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi 
yang semakin pesat dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih 
mudah untuk melakukan pemalsuan surat, salah satunya dengan 
menggunakan alat pemindai atau scanner. Pemalsuan surat merupakan 
suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat 
termasuk para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang 
ditimbulkan dari pemalsuan surat tersebut. Masyarakat yang kurang 
paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan surat  
merupakan salah satu cara yang efektif di saat terdesak oleh waktu. Hal 
tersebut dianggap sebagai alasan pemaaf, namun hal tersebut justru 
seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena 
pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan 
dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan 
individu, masyarakat bahkan negara yang dapat diancam dengan 
hukuman pidana. 
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Pada kenyataannya, meskipun ada banyak aturan yang mengatur 
mengenai pemalsuan surat, akan tetapi tindak pidana pemalsuan surat 
merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan. 
Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat 
membuktikan keabsahan dari surat yang diragukan tersebut. Salah satu 
upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di 
antaranya tindak pidana pemalsuan surat adalah dibentuknya 
Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga 
yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik 
dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai 
kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu 
pengetahuan yang berhubungan dengan Laboratorium Forensik. 
Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah 
ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik 
meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories terhadap barang bukti 
maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan 
bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian. Maka dari 
itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan surat. Begitu pentingnya 
peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti 
menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari 
adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengkaji permasalahan 
tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/Pn.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 
timbul adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus 
perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara akademis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian 
ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak 
pidana pemalsuan surat. 
c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam 
daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang 
terus berkembang seiring perkembangan zaman dan 
teknologi terutama dalam tindak pidana pemalsuan surat. 
d. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum 
pidana pada umumnya dan tindak pidana pemalsuan surat 
pada khususnya. 
2. Secara praktis 
a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada 
praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin 
memahami lebih mendalam tentang tindak pidana 
pemalsuan surat. 
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi 
lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas 
akademika pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Secara harfiah, istilah yuridis berasal dari bahasa Romawi Kuno, 
yakni “yuridicus”. Pada masa kejayaan Kerajaan Romawi hampir 
semua daratan Eropa berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena 
itu, hukum yang berlaku di daratan Eropa sangat dipengaruhi oleh 
hukum Romawi. Istilah “yuridicus” dalam hukum Romawi berkembang 
pula di Perancis yang dikenal dengan istilah “yuridique”. Perancis yang 
kala itu dipimpin Napoleon Boneparte berhasil mengkodifikasikan 
hukum pidana, yakni Code Penal. Keberhasilan Perancis 
merampungkan kodifikasi hukum pidana ini pun banyak berpengaruh 
terhadap perkembangan hukum, khususnya di daratan Eropa 
Continental. Di Belanda sendiri, istilah “yuridique” disebut dengan 
istilah “yuridisch” yang berarti menurut hukum. 
Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari)2. Kata tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang 
bermakna: 
1. melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian; 
2. melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati); 
3. mengintai; 
                                                          
2
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.   
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4. melihat (memeriksa); 
5. mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); 
6. menduga (hati, perasaan, pikiran, dsb). 
Pengertian yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 
menurut hukum atau secara hukum3.Yuridis dapat diartikan hal yang 
diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk 
keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarnya. Yuridis juga 
merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum 
dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, 
kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. 
Tinjauan yuridis secara terminologi dapat diartikan sebagai analisis 
terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan 
normatif berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
B. Tindak Pidana 
1. Istilah Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan 
“delictum” atau “delicta”. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan 
istilah “delict” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal 
dengan istilah “strafbaar feit”, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu 
“straf”diartikan sebagai pidana dan hukum, “baar” diartikan sebagai 
dapat atau boleh, sementara “feit” lebih diartikan sebagai tindak, 
                                                          
3
Ibid, hlm 1016.  
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peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Di 
dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian 
“strafbaar feit”.4 
Ada beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan, baik dalam 
perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum 
sebagai terjemahan dari “straafbaar feit”5, yaitu. 
a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. 
b. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam 
Undang-Undang Dasar Sementara khususnya dalam Pasal 14. 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum”juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
“strafbaar feit”. 
d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku “Pokok-Pokok 
Hukum Pidana” yang ditulis oleh M. H. Tirtaadmidjaja. 
e. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang 
Perubahan Ordonantie Byzondere Strafbepalingan. 
f. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk 
                                                          
4
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, hlm 1.     
5
 Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Pembaharuan, UMM Press, 
Malang, hlm. 101-102.   
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Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara 
Pengadilan-Pengadilan Sipil. 
g. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam 
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang 
Penyelesaian Hasil Perburuhan. 
Berikut adalah beberapa pengertian “strafbaar feit” yang 
dikemukakan oleh para ahli6. 
a. Menurut A. Zainal Abidin Farid, “straafbaar feit” merupakan 
perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
b. Menurut Hazewinkel Suringa, “straafbaar feit” adalah suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 
dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 
terdapat di dalam undang-undang. 
c. Menurut Roeslan Saleh, “straafbaar feit” adalah memberikan 
batasan peraturan pidana dalam perbuatan yang bertentangan 
dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, 
syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan 
bahwa ada aturan yang melarang. 
                                                          
6
 PAF Lamintang, 1979, Delik-Delik Khusus Kejahatan, Tarsito, Bandung, hlm 181.   
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d. Menurut Pompe, “straafbaar feit” secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
hukum. 
e. Menurut E. Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa 
pidana  yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu 
melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
f. E.Y Kanter dan Sianturi, menyatakan bahwa tindak pidana 
adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu 
bertanggung jawab). 
Setelah melihat beberapa pendapat para ahli mengenai 
“straafbaar feit”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 
dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab atas 
perbuatannya, perbuatan itu dilarang, diperintahkan atau 
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diperbolehkan oleh undang-undang yang diberikan sanksi pidana. 
Untuk menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana 
melaluipemberian sanksi pidana. 
2. Pengertian Tindak Pidana menurut Doktrin Hukum Pidana 
Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal adanya dua 
pandangan tentang perbuatan pidana7. 
a. Pandangan Monistis 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari 
perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman 
bahwa pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana atau kesalahan (criminal responsibility). 
Menurut D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, 
maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus 
dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
                                                          
7
 Sudarto, 1997. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, hlm 31.  
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2. Diancam dengan pidana. 
3. Melawan hukum. 
4. Dilakukan dengan kesalahan. 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
 “Straafbaar feit” yang secara harfiah berarti suatu peristiwa 
pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis 
sebagai kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, 
bersifat melawan hukum yang dapat berhubungan dengan 
kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab. 
Menurut Prodjodikoro, yang termasuk berpandangan monistis 
menerjemahkan “strafbaar feit” bahwa: 
“Suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan 
hukuman dan pelaku tersebut merupakan subyek tindak 
pidana.”8 
b. Pandangan Dualistis  
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, 
pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis 
dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik 
                                                          
8
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, op.cit, hlm. 55.  
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criminal act maupun criminal responsibility, sedangkan menurut 
pandangan dualistis, yaitu.9 
“Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act sedang criminal 
responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu 
untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi 
tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau 
pertanggungjawaban pidana.” 
Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan 
“strafbaar feit” dengan perbuatan pidana dan menguraikannya 
sebagai10, 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.” 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, tindak pidana tidak 
mencakup pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). 
Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk 
adanya tindak pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya 
tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang 
melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. 
Apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau syarat 
penjatuhan pidana, kedua pandangan di atas sebenarnya tidak 
mempunyai perbedaan yang mendasar. Dua pandangan itu, baik 
                                                          
9
 Tongat, op.cit, hlm 106.    
10
 Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.   
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pandangan monistis maupun pandangan dualistis, sama-sama 
mempersyaratkan, bahwa untuk adanya pidana harus ada 
perbuatan/tindak pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 
(criminal responsibility/criminal liability). Yang membedakan dua 
pandangan di atas ialah bahwa dalam pandangan monistis keseluruhan 
syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana, 
sementara dalam pandangan dualistis keseluruhan syarat untuk 
adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana. Ada pemisahan 
antara perbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan 
(pidana). 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
a) Unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli 
Dari beberapa definisi dan pengertian yang ada tentang tindak 
pidana, maka di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat berbagai 
unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh para ahli yang 
mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. 
Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur pidana sebagai 
berikut11. 
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang. 
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum. 
                                                          
11
 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, 
Bandung,hlm 98.      
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4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat. 
Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-
unsur tindak pidana meliputi12: 
1) perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
2) perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang; 
3) perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
4) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan, menurut E.Y. Kanter dan SR Sianturi, unsur-
unsur tindak pidana yaitu13: 
1) subjek; 
2) kesalahan; 
3) bersifat melawan hukum (dan tindakan); 
4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh 
undang-undang/ perundang-undangan terhadap 
pelanggarnya diancam dengan pidana; 
5) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
 
 
 
                                                          
12
Ibid. 
13
 E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesiadan 
Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, hlm 211.     
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b) Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang  
Buku II KUHPidana memuat rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan sedang Buku 
III KUHP memuat rumusan pelanggaran. Ternyata ada unsur 
yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai 
tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti 
Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, seringkali juga 
tidak dicantumkan mengenai unsur-unsur lain, baik mengenai 
objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk 
rumusan tertentu. Unsur melawan hukum yang dimaksud 
adalah melawan hukum objektif atau subjektif. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang 
berada di luar keadaan batin manusia, yakni semua unsur 
mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek 
tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif 
adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada 
keadaan batin orangnya. 
Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau 
tidak sepenuhnya tergantung pada perumusan perundang-
undangan sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh 
hukum pidana di Indonesia, bahwa tidak ada suatu perbuatan 
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dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang. 
Menurut Loebby Luqman, terdapat tiga kemungkinan dalam 
perumusan tindak pidana: pertama, tindak pidana dirumuskan 
baik nama maupun unsur-unsurnya; kedua, tindak pidana yang 
hanya dirumuskan unsurnya saja; dan ketiga, tindak pidana 
menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-
unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta 
unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.14 
C. Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Pemalsuan Surat 
a. Pemalsuan 
Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan 
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu 
pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan 
teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan 
kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen 
lainnya. Perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi 
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling 
ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan 
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 Erdianto Effendi, op.cit, hlm 99. 
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kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. 
Semua ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada 
keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi, 
keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam 
masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya 
berupa tindak kejahatan pemalsuan. 
Adami Chazawi mengemukakan bahwa:15 
Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya 
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu 
atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar 
seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 
bertentangan dengan yang sebenarnya. 
b. Surat 
Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan 
tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti 
(makna). Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang 
pengertian surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 
263 (1) KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. 
Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut. 
(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu 
surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai 
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 Adami Chazawi, op.cit, hlm 3.   
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bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 
enam tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa 
dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar 
atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 
jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Selanjutnya, Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: 
(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling 
lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 
1. Akta-akta otentik; 
2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu 
negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga 
umum; 
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau 
hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan 
atau maskapai; 
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu 
surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda 
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bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat 
itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan 
untuk diedarkan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, 
yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah 
benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian. 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan 
dengan surat sebagai berikut. 
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, 
karcis tanda masuk, surat andil, dll). 
2. Yang apat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat 
perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli). 
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang 
(misalnya: kuitansi atau surat semacam itu). 
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan buku 
tabungan, pos, buku kas, buku harian kapal, surat 
angkutan, obligasi, dll). 
Dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas 
kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam 
tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau 
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dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan 
menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan di dalam 
KUHP seperti akte kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, 
buku harian kapal, surat angkutan, obligasi. Dapatlah 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHP 
adalah tulisan yang tertulis di atas kertas dan mempunyai tujuan 
yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak. 
c. Pemalsuan Surat 
Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda 
kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat 
surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian 
atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat 
surat. Misalnya, pembuat yang bertanda tangan dalam surat 
yang bernama Baco diubah tanda tangannya menjadi tanda 
tangan La Baco. 
Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu 
dan memalsukan surat adalah bahwa membuat surat 
palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, 
belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya 
sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan 
kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan 
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oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian 
disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat 
Rumusan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat sebagai 
berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian 
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 
surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-
olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. 
Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk 
tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat 
(2). Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), 
disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. 
Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan 
memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk 
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tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing 
berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempus dan locus tindak 
pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak 
sama.16 
Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-
unsurnya sebagai berikut: 
a) Unsur-unsur yang objektif: 
a. Perbuatannya:  
1) membuat palsu; 
2) memalsu; 
b. Objeknya: 
1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; 
2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan; 
3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan 
hutang; 
4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 
suatu hal; 
c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan 
kerugian 
b) Unsur subjektif: 
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 Adami Chazawi, op,cit, hlm 137.  
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d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya 
benar dan tidak dipalsu. 
Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 
263 ayat (1) KUHP sebagai berikut17. 
a. Perbuatan membuat palsu (valschelijk opmaaken) dan 
perbuatan memalsu (vervalschen) 
Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua 
perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila 
dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan 
yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat 
surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah 
membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) 
yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak 
sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan 
kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan 
membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau 
surat yang tidak asli. 
Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian 
membuat surat palsu, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, 
misalnya tanggal (tempus) dibuatnya surat, atau nama si 
pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata 
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atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat 
menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu 
digunakan. Jadi, potensialnya timbul kerugian dari 
penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu 
harus ada hubungannya dengan bagian isi yang palsu 
tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat. Potensialnya 
kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari 
surat itu.  
Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada 
bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau 
palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (intelectueele 
valschheids). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan isi 
suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa 
merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa 
perbuatan memalsu surat. 
b. Objek: surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang 
menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu 
pembebasan hutang; yang diperuntukkan sebagai bukti 
dari suatu hal 
Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini 
hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, 
tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut 
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ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagian mana 
isi surat yang palsu atau yang dipalsu atau bentuknya surat. 
Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya 
tidak dirumuskan dalam bentuk umum pada Pasal 263 
KUHP, namun dirumuskan dalam bentuk yang khusus atau 
lex specialis dalam pasal-pasal lain dalam Bab XII Buku II 
KUHP.  
1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak 
Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah 
berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam 
surat itu melahirkan hak tertentu. Ada surat-surat tertentu 
yang disebut surat formal yang keberadaannya melahirkan 
suatu hak tertentu. Surat semacam itu, misalnya cek, bilyet 
giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya. 
2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan 
Dalam setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu 
hak, dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban 
hukum di pihak lain. Perikatan yang dimaksudkan dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan 
yang ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir 
karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena 
undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 
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3) Surat yang membebaskan hutang 
Membebaskan hutang artinya menghapuskan 
kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah 
uang. Jadi, hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai 
perbuatan hukum hutang piutang (objeknya uang). 
4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal 
Arti diperuntukkan sebagai bukti adalah bahwa surat itu 
mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian 
(bewijksracht). Sebuah surat yang demikian itu karena 
sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. 
Dalam hal ini bukan pembuat surat yang menentukan nilai 
pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan 
tata usaha negara (administratif gezag). 
3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII dari Pasal 263 s/dPasal 
276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan 
pemalsuan surat, yaitu:18 
1) Pemalsuan surat pada umunya: bentuk pokok pemalsuan 
surat (Pasal 263 KUHP); 
2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP); 
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta 
autentik (Pasal 266 KUHP); 
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4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 
268 KUHP); 
5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 
271 KUHP); 
6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik 
(Pasal 274 KUHP); 
7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275 KUHP). 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan 
dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang 
rumusan pasalnya sebagai berikut. 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian 
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang 
boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau 
menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-
olahsurat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu 
kerugaian dihukum karena pemalsuan surat, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. 
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa 
dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang 
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dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian. 
Pembedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsu surat menurut Adami Chazawi19 adalah: 
1. Bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, 
sebelum perbuatan dilakukan, sebelum ada surat, 
kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau 
seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau 
palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh 
perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian 
disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 
2. Sedangkan dengan perbuatan memalsu surat, sebelum 
perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebelum surat disebut 
surat asli. Kemudian pada surat asli ini terhadap isinya 
termaasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli 
dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang 
semula benar menjadi surat yang sebahagian atau seluruh 
isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. 
Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu. 
Bagian inti delik (delicts bestandelen):20 
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat; 
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 Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm 135. 
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- Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan 
hutang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu 
hak, perikatan atau pembebasan hutang; dan 
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak 
dipalsu. 
Menurut Cleiren, ada dua kepentingan yang akan dilindungi 
ketentuan ini yaitu:21 
1. Kepentingan umum (publica fide), kepercayaan warga dalam 
hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini. 
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, 
tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya, ialah bagaimana 
dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi.  
Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan 
perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als 
oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai 
sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), 
yang dalam KUHP semuanya delik sengaja tidak ada delik culpa 
dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah 
delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi 
pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah 
pencabutan hak tidak ada pidana perampasan. 
                                                          
21
Ibid, hlm 136.  
49 
 
Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk 
dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal, huruf, angka apa 
yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain 
termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata22: 
1. diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut 
undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang 
dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan 
surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (verbintenis) atau 
pembebasan hutang. 
2. dibuat palsu. 
3. pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli 
dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai. 
4. dengan pemikiran itu dapat ditimbulkan kerugian. 
4. Jenis-jenis Pemalsuan Surat 
Jenis-jenis pemalsuan surat yang terdapat pada beberapa pasal 
dalam KUHP, sebagai berikut:23 
a) Pemalsuan surat dalam bentuk pokok 
Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 
KUHP, secara umum pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal 
tersebut adalah pembuatan surat yang palsu/memalsukan surat 
yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan. 
Surat yang dimaksud adalah: 
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 R. Soesilo, 1996. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 
Politeia, Bogor, hlm 195.   
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1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis 
tanda masuk, surat andil, dll). 
2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat 
perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli). 
3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang 
(misalnya kuitansi atau surat semacam itu). 
4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku 
tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, 
obligasi, dll). 
b) Pemalsuan surat khusus 
Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang 
dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat 
surat palsu atau yang memalsukan, berikut rumusan R. Soesilo 
dalam KUHP24, sebagai berikut: 
1) Mengenai surat otentik; 
2) Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat); 
3) Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau 
perserikatan, balai, perseroan atau maskapai; 
4) Mengenai talon atau surat tanda utang sero (dividend) atau 
tanda bungan uang dari satu surat yang diterangkan pada 
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huruf (b) dan (c) atau tentang surat keterangan yang 
dikeluarkan ajan pengganti surat itu; dan 
5) Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan. 
Perbuatan yang diancam hukum pidana pada pasal ini harus 
memuat segala unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 KUHP 
ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari 
surat autentik, dan sebagainya diancam hukuman pada pasal ini 
lebih berat dari pemalsuan surat biasa. 
c) Pemalsuan akta autentik (dengan isi keterangan palsu) 
Pemalsuan akta autentik dengan isi keterangan palsu diatur 
dalam Pasal 266 KUHP. Akta autentik palsu adalah akta autentik 
yang isinya tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan 
dengan kebenaran. 
Akta autentik terdiri dari: 
1) akte notaris; 
2) akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, seperti akte 
kelahiran dan akte kematian; 
3) Berita Acara dari Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan. 
Yang dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah orang 
yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai yang 
berwenang  untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu. 
Kemudian, orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) 
yang memuat keterangan tidak benar. 
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d) Pemalsuan surat keterangan dokter 
Pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam Pasal 268 
KUHP. Perbuatan seorang tabib/dokter yang dilarang menurut 
pasal tersebut adalah membuat keterangan palsu. Membuat atau 
menyusun keterangan palsu secara tertulis dan selanjutnya 
menyerahkan kepada seseorang untuk diserahkan kepada orang 
yang diperuntukkan atau orang yang telah memintanya. 
Seorang tabib/dokter dengan sengaja memberikan surat 
keterangan (bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak 
adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat, ancaman 
hukumannya akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu 
itu digunakan untuk memalsukan atau menahan orang dalam 
rumah sakit gila. 
e) Pemalsuan surat keterangan berkelakuan baik 
Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 
269 KUHP, R. Soesilo menjabarkan orang–orang yang dikenakan 
pasal ini sebagai berikut:25 
1) Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat 
keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, 
cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu 
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supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati 
atau perasaan suka memberi pertolongan. 
2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu 
akan kepalsuannya. 
f) Pemalsuan surat pas jalan 
Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHPyang 
menjadi objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah: surat pas 
jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselematan (jaminan atas 
keamanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan 
menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia 
tersebut dalam L.N. 1949 No. 331, misalnya surat izin masuk, 
paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam. 
g) Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi 
Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi diatur pada Pasal 
271 KUHP, penjelasan R. Soesilo mengenai masalah tersebut 
adalah:26 
1) Menurut L.N. terakhir tahun 1902 No. 449, maka 
pembawaan kerbau dan sapi dari satu kawedanan ke lain 
kawedanan harus disertai surat pengantar yang dikeluarkan 
oleh wadena atau pegawai yang ditunjuk itu. 
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2) Pegawai yang membuat palsu keterangan (surat pengantar) 
itu dan orang yang dengan sengaja memakai surat 
pengantar yang dipalsukan itu dapat dikenakan palsu ini. 
h) Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri 
Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri diatur dalam Pasal 
271 KUHP yang diuraikan oleh R. Soesilo, yaitu:27 
1) Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan 
dalam pasal ini ialah terdiri dari surat keterangan yang dalam 
praktiknya banyak diberikan oleh para pegawai pamong 
praja, termasuk pamong desa, kepada penduduk yang akan 
membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk 
menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang 
tersebut. 
2) Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu 
perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat 
Indonesia dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan 
barang-barang oleh polisi karena disangka berasal dari 
kejahatan (pencurian). 
3) Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam 
praktik untuk memudahkan penjualan barang-barang yang 
asalnya gelap atau dari kejahatan. 
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i) Menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam kejahatan 
Menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan 
salah satu kejahatan diatur dalam Pasal 275 KUHP. Penjelasan R. 
Soesilo dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah:28 
1) Kejahatan yang dimaksud adalah semua yang tertera dalam 
Pasal 264 ayat (2) sampai (5) KUHP. 
2) Menyimpan untuk dapat digunakan oleh si penyimpan masuk 
dalam pengertian menyediakan. 
D. Pertanggungjawaban Pidana 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
crimal responsibility yang menjurus pada pemidanaan pelaku 
dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau 
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 
terjadi atau tidak. 
Untuk dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan 
dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 
dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan tindakan 
tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada 
alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk 
tindak pidana yang dilakukannya. Dan juga dilihat dari sudut 
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kemampuan bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana diatur dalam 
Buku II dan Buku III KUHP, sehingga dalam membedakannya 
dibutuhkan seorang ahli untuk menentukan unsur keduanya. 
Menurut pembuat KUHP, syarat pemidanaan disamakan dengan 
delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam 
penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. 
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”, Amir 
Ilyas menjelaskan dan membagi unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana menjadi tiga unsur, yaitu mampu bertanggung jawab, 
kesalahan, serta tidak ada alasan pemaaf.29 
a. Mampu bertanggung jawab 
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan 
hukum  (dantidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau 
rechtsvaardidigings grondenatau alasan pembenar) untuk itu. 
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Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya 
seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang 
dipertanggungjawabkan”. Dikatakan seseorang mampu 
bertanggungjawab (berekeningsvatbaar), yang menurut E.Y. Kanter 
dan S.R. Sianturi memiliki unsur mampu bertanggung jawab antara 
lain: 
1) Keadaan jiwanya: 
a) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus menerus atau 
sementara (temporary). 
b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya). 
c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/ slaapwendel, mengigau karena demam/koorts, dan 
lain sebagainya. 
2) Kemampuan jiwanya: 
a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya. 
b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah dilaksanakan atau tidak. 
c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
b. Kesalahan  
Dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, Amir Ilyas 
menjelaskan bahwa kesalahan dianggap ada, apabila dengan 
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sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang 
menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum 
pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Berikut 
ini beberapa jenis kesalahan:30 
1) Kesengajaan, terbagi menjadi tiga antara lain: 
- Sengaja sebagai niat (ogmerk). 
- Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzjin). 
- Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventuallis, 
mogelijkeheidsbewustzjin) 
2) Kealpaan, terbagi menjadi dua antara lain: 
- Kelalaian berat (culpa lata). 
- Kelalaian ringan (culpa levis). 
C. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi hakikat 
dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui 
ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan 
dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan 
(akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan 
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akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan 
itu berada di luar kedendaknya sama sekali. 
E. Teori Pemidanaan 
a. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu 
tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara 
normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan 
orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 
sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan 
sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai 
berikut : 
1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
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2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu 
macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu 
pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak 
pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana 
pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang 
bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih 
pidana tambahan seperti Pasal 10b KUHP, dikatakan dapat berarti 
penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi, pada dasarnya 
dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana 
tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok. 
b. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan 
Ada beberapa  teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan 
tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut 
Adam Chazawi, teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga 
golongan besar31, yaitu: teori absolut atau teori pembalasan 
(vergeldings theorien); teori relatif atau teori tujuan (doel theorien); 
dan teori gabungan (vernegins theorien). 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
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Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum 
pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau 
vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mepunyai 
pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl 
dan Leo Polak. 
Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu 
perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut 
hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang 
melakukan pembunuhan berencaan mutlak dijatuhkan32. 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum 
dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh 
karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di 
samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa 
mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der 
maatshapolijkeorde). 
Mengenai cara mencapai tujuan ini ada beberapa paham 
yang merupaka aliran-aliran dari teori tujuan prevensi khusus 
dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa 
pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud 
mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan 
tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu 
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sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah 
menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. 
Sedangkan, prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah 
untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk 
tidak melakukan tindak pidana. 
3. Teori Gabungan (Verenigingstheorien) 
Di samping teori absolut dan teori relatif tentang 
pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui 
adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di 
pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur 
memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori 
ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam kedua teori 
tersebut. 
c. Jenis-jenis Pidana 
Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang 
diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni: 
1) Pidana Pokok 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; dan 
d. Pidana denda. 
2) Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
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b. Perampasan barang-barang tertentu; dan 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis 
pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana 
yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih 
dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan 
terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif 
(artinya dapat dijatuhkan atau tidak). 
Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah:  
1) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang 
tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada 
pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan 
kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). 
2) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana 
tambahan ini adalah fakultatif (artinya dapat dijatuhkan atau 
tidak). 
3) Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan 
suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 
putusan hakim dapat dijatuhkan. 
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F. Alasan Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Pidana 
Dalam KUHP ternyata pembuat undang-undang tidak 
memerhatikan banyak hal yang konkrit. Hal ini terlihat dari adanya 
beberapa ketentuan yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan 
dijatuhkannya pidana, mengurangi dan menambah pidana. Alasan-
alasan pengecualian atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-
hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah 
melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh KUHP tidak dihukum karena orangnya tidak 
dapat dipersalahkan dan perbuatannya tidak lagi merupakan 
perbuatan yang melawan hukum. 
Di dalam Bab I dan Bab II KUHP memuat alasan-alasan yang 
menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana. Menurut 
M.v.T dalam KUHP menjelaskan mengenai alasan menghapus pidana, 
mengemukakan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya 
atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang, yaitu: 
1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang 
terletak pada diri orang itu (inwendig). 
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya sesorang yang 
terletak di luar orang itu. 
 
 
 
65 
 
Alasan-alasan pengecualian terdapat dalam: 
1. Hukum yang tertulis, contohnya hak orang dan guru untuk 
mendidik anak-anak dan hak dokter untuk mengobati atau 
mengoperasi pasiennya.  
2. Hukum yang tidak tertulis, contohnya hak dukun di kampung 
untuk menyunat dan tidak ada pidana tanpa kesalahan. 
Alasan-alasan pengecualian pidana atau strafuitsluitingsgroden 
dalam KUHP dibagi atas: 
1. Alasan pengecualian pidana yang umum berlaku untuk tiap-tiap 
delik, terdapat dalam Pasal 48 KUHP (overmacht), Pasal 49 ayat 
(1) dan (2) KUHP (noodweer dan noodweer exes), Pasal 50 
KUHP (melaksanakan perintah undang-undang), Pasal 44 (tidak 
sempurna akal dan jiwa), Pasal 51 KUHP (melaksanakan 
perintah jabatan yang sah). 
2. Alasan pengecualian pidana yang khusus yang hanya berlaku 
terhadap delik-delik tertentu yang terdapat dalam Pasal 166, 221 
ayat (2), 310 ayat (3), dan 367 ayat (1) KUHP. 
Alasan-alasan pengecualian pidana yang umum ini dapat dibagi 
atas: 
1. Alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden)  
Alasan-alasan pembenar adalah alasan yang mengapuskan sifat 
melawan hukumnya perbuatan, sehingga meskipun perbuatan itu 
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sesuai dengan lukisan tertentu yang dilarang dalam undang-undang, 
bukanlah suatu peristiwa pidana. Alasan-alasan pembenar terdiri atas: 
a. Daya paksa relatif (relative overmacht). 
b. Pembelaan darurat (noodweer). 
c. Menjalankan ketentuan undang-undang. 
d. Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. 
2. Alasan pemaaf (schuilduitsluitingsgronden) 
Alasan-alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan 
kesalahanpembuat. Perbuatan yang dilakukan itu tetap bersifat 
melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 
Alasan-alasan pemaaf terdiri atas: 
a. Tidak mampu bertanggung jawab. 
b. Daya paksa mutlak (absolute overmacht). 
c. Pembelaan yang melampaui batas. 
d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. 
G. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus semata-mata 
berdasakan keadilan, tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang 
ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, 
hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar 
dalam mengambil suatu putusan.  
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Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau 
lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. 
Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari 
penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Keputusan dalam 
pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang 
menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun 
masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan 
menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini 
sifatnya relatif terhantung dari mana memandangnya. 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai arti bahwa 
kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan 
kekuasaan negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
Disparitas sering ditimbulkan akibat dari kebebasan yang dimiliki hakim 
adalah menjatuhkan putusan. Disparitas pidana yang terjadi dalam 
pengambilan putusan dikarenakan salah satu sebabnya adalah hakim 
di Indonesia tidak terikat dengan yurisprudensi. 
Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain 
harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal 
dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, hakim 
dalam membuat atau menjatuhkan suatu putusan, hakim harus 
mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal 
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peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu hakim 
harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan 
dengan terdakwa agar hakim bisa mengambil suatu alasan dan dasar 
putusan. 
Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus 
dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah 
kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara 
melakukan tindak pidana dan lain-lainnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat penelitian normatif dengan melakukan 
pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis pada hakikatnya menunjuk pada 
suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum 
yang khusus, yaitu ilmu hukum dogmatik. Jadi, tinjauan yuridis secara 
terminologi dapat diartikan sebagai analisis terhadap suatu permasalahan 
dengan menggunakan pendekatan normatif, berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. 
Tinjauan yuridis bermakna sama dengan ruang lingkup hukum 
pidana materiil, yaitu kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana 
untuk dapat dihukum dan menunjukkan orang dapat dihukum serta dapat 
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. 
Berdasarkan uraian di atas, pokok-pokok bahasan tinjauan yuridis 
meliputi 6 (enam) aspek, sebagai berikut: 
1. Jenis tindak pidana; 
2. Pelaku tindak pidana; 
3. Aturan yang dilanggar; 
4. Unsur-unsur tindak pidana; 
5. Sanksi pidana; dan 
6. Pertanggungjawaban pidana. 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 30/Pid.B/2015/Pn.Mks)”, maka Penulis memilih lokasi penelitian 
di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Pengadilan Negeri Klas 
IA Khusus Makassar sebagai instansi yang relevan untuk memperoleh 
bahan hukum dengan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan 
masalah yang diteliti oleh penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang mengikat atau yang 
membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim. Data primer yang digunakan di 
dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
2. Data Sekunder 
Data sekunder itu diartikan sebagai data yang tidak mengikat 
tetapi menjelaskan mengenai data primer yang merupakan hasil 
olah pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu 
bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk 
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kepada Penulis. Yang dimaksud dengan data sekunder oleh 
Penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku dan jurnal 
hukum. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, Penulis menggunakan 
dua cara yaitu: 
1. Wawancara (interview) yang dilaksanakan dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang dibuat dan disusun 
secara sistematis untuk menjaring data sesuai permasalahan 
yang ada. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan 
Hakim yang menangani perkara yang diteliti. 
2. Studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen dalam 
perkara tersebut, seperti Berita Acara Pemeriksaan, Surat 
Dakwaan, Barang Bukti, Putusan Hakim, dan lain-lain. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data primer 
maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang 
berkaitan erat dengan penulisan ini. Dari hasil analisis tersebut, akan 
diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan 
yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Nomor: 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks 
Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sebelum membahas 
mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang diteliti, 
maka terlebih dahulu Penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan 
hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Tirtamidjaja menyatakan: 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
pelanggar pidana untuk dpaat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukum atas pelanggaran 
pidana.”33 
Kemudian J. M. Van Bemmelen mengemukakan sebagai berikut: 
“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu.”34 
Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun 
                                                          
33
 Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 
2.  
34
  Amir Ilyas, op.cit., hlm 9. 
73 
 
hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara 
menegakkan hukum pidana materiil. Sebelum Penulis menguraikan 
lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan 
Nomor: 30/Pid.B/2015/Pn.Mks, Penulis akan membahas mengenai 
uraian posisi kasus tersebut lebih dahulu. 
1. Identitas Terdakwa 
- Terdakwa I Nur Warka, S.Ip., M.Si, Umur: 43 tahun, Alamat: Bukit 
Nirwana Permai Blok C 36 Kabupaten Maros, Pekerjaan: 
PNS/Lurah Buakana. 
- Terdakwa II Drs. Islamuddin Ishak, Umur: 55 tahun, Alamat: Jl. 
Rappocini Raya Lr. 3A No. 13 B Makassar, Pekerjaan: 
PNS/Sekretaris Kelurahan Buakana. 
- Terdakwa III Mohammad Basri, Umur: 56 tahun,  Alamat: Jl. Banta 
Bantaeng Lr. 6 No. 8 Makassar, Pekerjaan: PNS/Kasi 
Pemerintahan Kelurahan Rappocini. 
2. Posisi Kasus 
Pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, hari Jumat tanggal 15 
November 2013 dan hari Rabu tanggal 27 November 2013 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan bulan 
November tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Buakana 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Warung Kopi Losari Beach 
Jl. Penghibur Kota Makassar atau setidak –tidaknya pada tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
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Makassar, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut 
dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan para Terdakwa dengan 
cara sebagai berikut: 
Awalnya Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya 
Muhammad Kasim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berniat 
hendak menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan 
A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Persil 26 D.II Kohir 31 C.I 
Blok 02 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar 
seluas 0,32 Ha, meskipun atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak 
Milik (SHM) No. 387/Rappocini atas nama Dr. Husaen Anoez selaku 
pemilik tanah. Untuk maksud itu maka Abdul Kadir Siama Dg. Naba 
menemui Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip, M.Si yang saat itu menjabat 
selaku Lurah Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan 
meminta agar dibuatkan surat keterangan penguasaan lokasi tanah, 
dan Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip, M.Si kemudian membuat dan 
menandatangani Surat Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013 tanggal 
27 November 2013 yang menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di 
atas Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. 
Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Raya Kelurahan Buakana 
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Kecamatan Rappocini Kota Makassar sampai saat ini masih dalam 
penguasaan Ahli Waris Abdul Kadir Siama Dg. Naba. Surat 
keterangan ini mengandung isi yang tidak benar, karena tanah 
dimaksud dalam surat keterangan itu adalah Hak Milik Dr. Husaen 
Anoez sesuai Sertifikat Hak Milik No. 387/Rappocini. Selain itu Abdul 
Kadir Dg. Siama juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 
November 2013 yang menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di atas 
Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani 
persimpangan Jl. Rappocini Raya tidak dalam sengketa berdasarkan 
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg 347K/TUN/2001, 
telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikan kepada ahli 
warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir Siama Dg. 
Naba. Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si selaku Lurah Buakana 
waktu itu telah meregister dengan Nomor : 12/BK/XI/2013 tertanggal 
18 November 2013 kemudian menandatanganinya, padahal surat 
pernyataan tersebut mengandung isi yang tidak benar karena 
berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 347K/TUN/2001, pihak 
Abdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan pihak yang kalah. 
Selain itu, Muhammad Kasim bersama Terdakwa II Drs. Islamuddin 
Ishak yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Buakana 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah pula membuat Surat 
Keterangan Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang 
menerangkan bahwa Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 seluas 4.200 
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m2 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Kelurahan Buakana 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdaftar di Buku C a/n Dahing 
bin Tjonga. Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II 
Drs. Islamuddin Ishak selaku Lurah Buakana. Surat Keterangan 
Nomor: 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 itu mengandung isi yang 
tidak benar, karena pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini 
Kota Makassar tidak  terdapat Buku C dan Terdakwa II Drs. Islamuddin 
Ishak saat itu juga bukan sebagai pejabat Lurah yang definitif 
melainkan hanya menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Buakana. 
 Lebih lanjut Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad 
Kasim telah pula meminta kepada Terdakwa III Mohammad Basri yang 
saat itu menjabat selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini Kota 
Makassar untuk membuat Surat Nomor : 594/06/RC/2013 tanggal 04 
April 2013 Perihal Penjelasan Kepemilikan Obyek Tanah Persil No. 26 
DII Kohir No. 31 CI Rappocini yang menjelaskan bahwa sesuai arsip 
yang ada pada Kantor Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini, 
benar tercatat/terdaftar berdasarkan Buku C dan Buku F. Obyek lokasi 
berada di Persil 26 DII Kohir Nomor 31 CI Luas 0,23 Ha tercatat atas 
nama Dahing Bin Tjonga terletak di Kelurahan Buakana. Surat ini 
ditandantangani oleh Terdakwa III Mohammad Basri selaku Kasi 
Pemerintahan atas nama Lurah Rappocini. Surat Nomor 
594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 itu mengandung isi yang 
tidak benar karena pada Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini 
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Kota Makassar tidak terdapat Buku C dan Buku F, selain itu juga 
menerangkan status tanah yang terletak di luar wilayah Kelurahan 
Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad Kasim 
kemudian menggunakan seluruh surat palsu yang telah dibuat itu 
untuk masuk menguasai tanah hak milik Dr. Husaen Anoez tersebut 
dengan menanami pohon pisang maupun ubi bahkan merusak papan 
bicara yang telah dipasang oleh Dr. Husaen Anoez lalu menggantinya 
dengan papan bicara bertuliskan DAHING BIN TJONGA Kohir No. 31 
C.I Persil No. 26 D.II ahli waris ABD. KADIR SIAMA DG. NABA, 
perbuatan mana telah merugikan Dr. Husaen Anoez selaku pemilik 
sah atas tanah tersebut karena menghambat proses jual beli tanah 
yang hendak dilaksanakan. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa 
dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan 
didukung oleh alat bukti, maka selanjutnya Penuntut Umum yang 
dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Maret 2015 
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hukum yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 
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1. Menyatakan Terdakwa I NUR WARKAH, S.Ip., M.Si., Terdakwa II 
Drs. ISLAMUDDIN ISHAK dan Terdakwa III MUH.BASRI, telah 
terbukti secara sah dan meyankinkan bersalah melakukan tindak 
pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak dilakukan secara bersama-sama 
sebagaimana diatur dalam  Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR WARKAH, S.Ip., 
M.Si., Terdakwa II Drs. ISLAMUDDIN ISHAK dan Terdakwa III 
MUH.BASRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa 
penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama proses 
pemeriksaan; 
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 387/Rappocini 
tanggal 22 Agustus 1979, gambar situasi Nomor : 798 tanggal 28 
Juni 1979 luas 2279 m2 An. Dr. Husaen Anoez; 
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 
10 April 2013, Perihal: sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 CI 
luas 4200 m2 yang terletak di Jl. A. P. Pettarani Kel. Buakana 
Kec. Rappocini Kota Makassar terdaftar di Buku C atas nama 
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DAHING Bin Tjonga yang menyatakan dan ditandatangani oleh 
Lurah Buakana atas nama Drs. ISLAMUDDIN ISHAK; 
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 April 2013 yang 
dibuat oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA, Perihal: pengakuan 
penguasaan sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 CI Blok 2 
luas 4200 m2 yang terletak Jl. A. P. Pettarani Kel. Buakana Kec. 
Rappocini Kota Makassar An. DAHING Bin TJONGA dan 
diketahui oleh Lurah Buakana Drs. ISLAMUDDIN ISHAK; 
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABD KADIR SIAMA DG NABA 
yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di atas Persil 26 
D Kohir 31 CI blok 2 yang terletak  di persimpangan Jalan 
Rappocini Raya, tanah tersebut tidak dalam sengketa yang 
diketahui Lurah Buakana An. NUR WARKAH,S.Ip., M.Si; 
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013, 
Perihal: bahwa tanah yang dikenal di atas persil 26 D.II Kohir 31 
CI blok 2 yang terletak di JL. A. P. Pettarani persimpangan Jl. 
Rappocini Raya sampai saat ini masih dalam penguasaan ahli 
waris ABD KADIR SIAMA DG NABA yang diketahui dan 
ditandantangani oleh Lurah Buakana NUR WARKAH, S.Ip., M.Si; 
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda pendaftaran sementara 
tanah milik Indonesia persil 26 D.II kohir 31 CI An. DAHING Bin 
TJONGA luas 0,27 Are (2700 m2) tanggal 12 Agustus 1958; 
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- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak hasil bumi 
persil 26 D.II kohir 31 CI An. DAHING Bin TJONGA pajak tahun 
1960/1961; 
- 1 (satu) lembar surat asli penjelasan kepemilikan objek lokasi 
tanah persil 26 D.II kohir 31 CI Rappocini yang ditandatangani 
oleh MOH. BASRI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini) 
bertindak selaku Lurah Rappocini Nomor : 594/06/RC/IV/2013 
tanggal 4 April 2013; 
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING Bin 
TJONGA Ahli Waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D 
Kohir 31 CI; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negeri Ujung Pandang Nomor: 55/G.Tun/1999/P.TUN.Uj.Pdg 
tanggal 26 Pebruari 2000; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Makassar Nomor: 
21/Bdg.TUN/200/PT.TUN.Uj.Pdg tanggal 11 Desember 2000; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg 
No. 347.K/TUN/2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABA 
tanggal 06 November; 
- Berita Acara Peninjauan Lapangan pada hari Senin tanggal 28 
Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR 
WARKAH, S.Ip., M.Si; 
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- 1 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik 
nama pajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 oleh 
ABD KADIR SIAMA DG NABA yang ditandatangani dan 
diketahui oleh Kepala Kelurahan Buakana An. NUR WARKAH, 
S.Ip., M.Si; 
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam 
Perkara lain ( Perkara An. Terdakwa Muhammad Kasim). 
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 
5. Analisa Hukum 
Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa 
pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, 
yang dirumuskan sebagai berikut: 
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 
surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.” 
Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara No. 
30/Pid.B/2015/Pn.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
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yang menangani perkara ini telah meneliti secara cermat dan seksama 
semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung 
selama persidangan, fakta-fakta yang digali dari alat bukti berupa 
keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sampai pada 
barang bukti sehingga diperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan. 
Melihat pada kasus posisi tersebut, penuntutan didasarkan atas 
laporan Dr. Husain Anoez yang merupakan pemegang sertifikat atas 
tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. 
Rappocini Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 Kelurahan Buakana 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha. Dr. Husain 
Anoez melaporkan masalah pemalsuan dan penyerobotan. 
Penulis membenarkan tindakan yang diambil oleh Dr. Husain 
Anoez selaku korban karena merasa haknya telah dilanggar. Dalam 
hal demikian kiranya juga perlu diperhatikan pendapat ahli yaitu M. 
Yahya Harahap yang menyatakan bahwa undang-undang telah 
membagi dua kelompok pelapor yaitu:35 
a) Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu 
Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat menyaksikan 
atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” 
menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada 
                                                          
35
 O.C. Kaligis, 2010, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Justice, Jakarta, Indonesia 
Against Justice, hlm 46-47.  
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ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi 
kepada orang yang “mendengar”. Menurut M. Yahya Harahap, 
pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak 
untuk melapor adalah realistis dan rasional, karena sangat sulit 
menjamin kebenaran dan keobyektifan pendengaran, bisa merupakan 
berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan sebenarnya. 
b) Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum 
Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok a). Dalam 
kelompok ini sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang 
tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan 
tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau 
hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan 
tugas, mengetahui terjadinya tindak pidana. 
Berdasar pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut 
Umum, setelah dilakukan proses pemeriksaan berdasarkan keterangan 
saksi dan barang bukti kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut para 
Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan 
secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut 
harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya adalah: 
a. barangsiapa;  
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b. membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang 
ataupunyang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan; 
c. penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian; 
d. dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli 
dan tidak dapat dipalsukan atau untuk membuat orang lain 
mempergunakan surat itu. 
Sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa 
telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.Oleh sebab itu untuk 
membuktikannya mari kita mengkaji unsur-unsur tersebut. 
a. Unsur barangsiapa 
Bahwa yang dimaksud barang siapa ditujukan pada orang atau subyek 
hukum yang didakwa sebagai pelaku dan perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. Apabila orang itu terbukti memenuhi 
semua unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku 
dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa telah mengakui dan 
menyebutkan identitas dirinya (Terdakwa I: NUR WARKA, S.IP., M.Si, 
Terdakwa II: Drs. ISLAMUDDIN ISHAK, Terdakwa III: MUHHAMMAD 
BASRI), sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu 
sudah jelas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. 
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b. Unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan 
hutang ataupun yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu 
kenyataan 
Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila surat yang dibuat 
secara palsu atau dipalsukan dapat menimbulkan salah satunya apakah 
itu menimbulkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu perbuatan 
hukum ataupun yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan, 
maka terbuktilah unsur dimaksud. 
Perbuatan membuat secara palsu adalah pada mulanya tidak terdapat 
sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian dibuat sepucuk surat yang 
bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud perbuatan 
memalsukan adalah bahwa sejak semula memang sudah terdapat 
sepucuk surat yang isinya kemudian telah diubah dengan cara sedemikian 
rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran. 
Pokok permasalahan yang menjadi materi dakwaan adalah terkait 
dengan pembuatan dan penandatanganan surat oleh para Terdakwa yang 
mana isi surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 
Sehingga jelas unsur “dapat menimbulkan suatu hak” telah terpenuhi 
karena merugikan korban dengan adanya surat palsu tersebut. 
c. Unsur penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian 
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Dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini tidak mensyaratkan 
keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan 
atau potensi timbulnya kerugian seperti itu. 
Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si., terlibat dalam 
pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Nomor: 558/BK/XI/2013 tanggal 
27 November 2013, maupun Surat Pernyataan tertanggal 15 November 
2013, Terdakwa II Drs. Islamuddin Ishak terlibat dalam 
pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Nomor: 65/BK/IV/2013 tanggal 
10 April 2013 serta Terdakwa III Mohammad Basri terlibat dalam 
pembuatan/penerbitan Surat Nomor: 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 
2013. 
Dengan adanya penerbitan surat-surat sebagaimana disebutkan di 
atas yang merupakan persyaratan untuk dapat diterbitkannya suatu 
sertifikat hak atas tanah yang diklaim Abdul Kadir Siama Dg. Naba 
bersama anaknya Muhammad Kasim sebagai miliknya, jelas berpotensi 
menimbulkan kerugian bagi Dr. Husein Anoez sebagai pemegang 
sertifikat hak atas tanah, kendatipun dalam kenyataannya Surat 
Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013 tanggal 27 November 2013, maupun 
Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2013, Surat Keterangan 
Nomor: 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 sudah dicabut kembali oleh 
Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip.,M.Si. tapi tidak menghilangkan sifat 
melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa unsur dapat menimbulkan 
kerugian telah terpenuhi. 
d. Unsur dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang 
asli dan tidak dapat dipalsukan atau untuk membuat orang lain 
mempergunakan itu 
Yang dimaksudkan dengan suatu maksud lebih lanjut (bijkomend 
ookmerk) pada tindakan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 264 ayat (1) KUHP itu ialah maksud lebih lanjut untuk 
mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang ia buat secara 
palsu atau membuat orang lain mempergunakannya seolah-olah surat 
tersebut merupakan surat asli dan tidak dipalsukan. 
Para Terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui tanah yang dimaksud 
oleh Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya Muhammad Kasim 
yang hendak diurus surat-suratnya sebagai persyaratan untuk dapat 
diterbitkan sertifikatnya, sudah terbit atau sudah ada sertifikat hak milknya 
atas nama Dr. Husein Anoez, namun Terdakwa I Nur Warkah, S.IP., M.Si., 
tetap menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 558/BK/XI/2013 tanggal 27 
November 2013, serta menyetujui Surat Pernyataan tertanggal 15 
November 2013, Terdakwa II Drs. Islamuddin Ishak tetap 
membuat/menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 65/BK/IV/2013 tanggal 
10 April 2013, demikian pula dengan Terdakwa III Mohammad Basri tetap 
dalam pembuatan/penerbitan Surat Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 
04 April 2013. 
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Sudah barang tentu para Terdakwa membuat atau menerbitkan surat-
surat tersebut dengan maksud agar dapat dipergunakan Abdul Kadir 
Siama Dg. Naba bersama anaknya Muhammad Kasim untuk mengurus 
sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam surat-surat tersebut terletak 
di Jl. A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini, Kelurahan Buakana, 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur 
mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau 
untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, telah terbukti 
terpenuhi seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP.  
Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan 
tunggal yakni hanya mendakwakan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. Pemenuhan unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi hanya 
saja Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal lain yang relevan 
dengan perkara ini. 
Di dalam perkara tersebut, Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama 
Muhammad Kasim kemudian menggunakan seluruh surat palsu yang 
telah dibuat itu untuk masuk menguasai tanah hak milik Dr. Husain Anoez 
dengan menanami pohon pisang maupun ubi bahkan merusak papan 
bicara yang telah dipasang Dr. Husain Anoez. Dalam hal ini, Penulis 
menganggap tindakan tersebut merupakan penyerobotan sehingga 
seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan tindakan penyerobotan 
yang dilakukan secara bersama-sama tersebut di dalam dakwaan. 
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Tindakan penyerobotan atas pekarangan tertutup (tanah/lahan 
kosong) milik orang lain dimasukkan dalam kejahatan terhadap ketertiban 
umum yang diatur dalam Pasal 167 KUHP yang rumusan pasalnya 
sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau 
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan 
hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas 
permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan 
segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan 
menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih 
dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di 
situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk; 
(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang 
dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan. 
(4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga 
jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
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Adapun unsur-unsur dari delik penyerobotan dalam Pasal 167 ayat (1) 
KUHP ialah: 
a. barang siapa; 
b. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan 
tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum; 
c. atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan 
segera. 
Untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan 
Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad Kasim telah 
melakukan penyerobotan atas tanah milik Dr. Husain Anoez, Penulis akan 
mengkaji unsur-unsur tersebut: 
a. Barang siapa 
Unsur barang siapa telah jelas mengacu pada para Terdakwa bersama 
dengan Abdul Kadir Siama Dg. Naba dan Muhammad Kasim yang telah 
melakukan tindakan penyerobotan atas tanah milik korban Dr. Husain 
Anoez. Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad Kasim telah 
bekerja sama dengan para Terdakwa untuk memaksa masuk menguasai 
tanah milik korban. Oleh karena itu telah jelas unsur “barang siapa” telah 
terpenuhi. 
b. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup 
yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum 
Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya Muhammad Kasim 
kemudian menggunakan surat yang telah dibuat oleh para Terdakwa 
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untuk digunakan menguasai tanah milik korban. Padahal, korban telah 
memasang papan bicara yang kemudian dirusak oleh Abdul Kadir Siama 
Dg. Naba bersama Muhammad Kasim, lebih lanjut pelaku kemudian 
menanami pohon pisang maupun ubi. Oleh karena itu, tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur “memaksa masuk ke dalam 
rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan 
cara melawan hukum”. 
c. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan 
segera 
Sebagaimana telah diungkapkan oleh saksi “ROSLAN SAID” yang 
diberi tugas untuk menjaga tanah tersebut karena masih memiliki 
hubungan keluarga dengan korban. Saksi telah menyampaikan bahwa 
tanah tersebut milik Dr. Husaen Anoez (korban) namun tidak digubris oleh 
pelaku. Saksi dalam persidangan menyatakan lebih lanjut bahwa pelaku 
mencabut papan bicara yang telah dipasang kemudian digantikan oleh 
papan bicara atas nama pelaku. Oleh karena itu, telah jelas unsur “atas 
permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi” telah 
terpenuhi. 
Menyimak telah terpenuhinya Pasal 167 ayat (1) KUHP, telah jelas 
bahwa Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad Kasim telah 
melakukan tindakan penyerobotan atas tanah dengan maksud untuk 
menguasai tanah hak milik Dr. Husaen Anoez (korban) dengan menanami 
pohon pisang maupun ubi bahkan merusak papan bicara yang telah 
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dipasang oleh Dr. Husaen Anoez lalu menggantinya dengan papan bicara 
bertuliskan DAHING BIN TJONGA ahli waris ABD. KADIR SIAMA DG. 
NABA. Perbuatan tersebut telah merugikan Dr. Husaen Anoez selaku 
pemilik atas tanah tersebut karena menghambat proses jual beli tanah 
yang hendak dilaksanakan. Apalagi pelaku tidak memiliki itikad baik untuk 
meninggalkan tanah tersebut meskipun telah diperintahkan oleh orang 
yang menjaga tanah tersebut untuk segera pergi, namun tidak dihiraukan. 
Pada perkara Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Mks telah memenuhi semua 
unsur objektif tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan, 
terungkap bahwa para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat. 
Perbuatan para Terdakwa secara jelas melawan hukum dan para 
Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis sehingga dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.  
Terpenuhinya semua unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana, 
menjadi pertimbangan Hakim untuk menghukum Terdakwa, namun harus 
pula dilihat perbarengan (concursus) yang terkandung dalam perbuatan 
pelaku. Terkandungnya concursus di dalam perbuatan pelaku hendaknya 
menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana, namun dalam Putusan 
No. 30/Pid.B/2015/Pn.Mks Hakim tidak menguraikan adanya perbarengan 
tindak pidana atau concursus.  
Menurut hemat Penulis, perbarengan tindak pidana (concursus) dalam 
perkara ini ialah concursus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 65 
KUHP. Concursus realis adalah seseorang melakukan beberapa 
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perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu 
tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Oleh 
karena itu, selain para Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan 
surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juga telah melakukan 
tindakan penyerobotan atas tanah yang diatur dalam Pasal 167 KUHP.  
Di dalam KUHP, gabungan melakukan tindak pidana sering 
diistilahkan Samenloop van Strafbare Feire yaitu suatu orang yang 
melakukan beberapa peristiwa pidana. Gabungan melakukan tindak 
pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak 
pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar 
beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana 
yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili 
sekaligus, salah satu dari perbuatan itu belum mendapat putusan tetap. 
Gabungan melakukan tindak pidana (concursus) diatur dalam Pasal 63 
s/d Pasal 71 KUHP. 
Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini kurang cermat dalam menyusun 
dakwaan karena tidak menguraikan adanya perbarengan tindak pidana 
(concursus) dalam perkara ini. Di dalam surat dakwaan, telah jelas 
dikemukakan bahwa Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad 
Kasim kemudian menggunakan seluruh surat palsu yang telah dibuat itu 
untuk masuk menguasai tanah hak milik Dr. Husain Anoez dengan 
menanami pohon pisang maupun ubi bahkan merusak papan bicara yang 
telah dipasang Dr. Husain Anoez. Yang mana tindakan tersebut telah jelas 
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merupakan tindakan penyerobotan. Hukuman pada kedua pasal dalam 
perkara ini adalah sama yaitu pidana penjara dan denda, sehingga 
konsekuensi dari concursus idealis yang ancaman hukuman pokoknya 
sejenis adalah absorbsi yang dipertajam. Absorbsi yang dipertajam berarti 
Terdakwa diancam hukuman dengan ancaman hukuman terberat 
ditambah sepertiga.  
Meskipun unsur-unsur yang ada di dalam delik pemalsuan surat telah 
terpenuhi serta penerapan pidana materiilnya kemudian telah diterapkan 
secara baik. Namun, tidak diuraikannya perbarengan tindak pidana 
(concursus) secara baik membuat para Terdakwa mendapat hukuman 
yang sangat ringan. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Perkara Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Mks 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Dalam mengambil keputusan 
hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, 
kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang uraian kasus 
posisinya karena putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak 
pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, 
penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang 
bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, 
setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa 
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian 
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum 
terhadap peristiwa itu.  
Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat 
sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. 
Dalam putusan Hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap 
tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, 
dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung 
berpengaruh besar terhadap putusan Hakim. Pertimbangan yuridis 
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merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah 
perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak 
pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 
dua kategori, yaitu yakni yang bersifat yuridis maupun nonyurudis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah 
diluar dari yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus perkara 
No. 30/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim telah mempertimbangkan : 
1) Mengenai Keterangan Saksi 
Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Perkara 
Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim telah memeriksa 8 
(delapan) orang saksi yang diajukan dalam persidangan. Saksi- saksi 
tersebut yaitu: 
1) Saksi SYAMSUDDIN memberikan keterangan di bawah sumpah 
pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah 
tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Makassar, tepatnya 
samping SPBU; 
- Bahwa luas tanah tersebut adalah +/- 4000 (empat ribu) m2; 
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi mengetahui kalau tanah tersebut 
bermasalah; 
- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah Buakana pada tahun 2010 
sampai pensiun pada 01 April 2013; 
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- Bahwa tanah tersebut masuk dalam Wilayah Kelurahan Buakana, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan tanah tersebut terdaftar 
dalam buku DHKP; 
- Bahwa tidak ada Buku C dan Buku F di Kantor Kelurahan Buakana, 
karena pecahan dari Kelurahan rappocini; 
- Bahwa pada waktu saksi pensiun belum ada yang menggantikan 
saksi sebagai Lurah, jadi Sekretaris Lurah yaitu: Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK (Terdakwa II) yang menjabat sebagai Plh. Lurah Buakana; 
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa II Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK dilantik sebagai Lurah Buakana; 
- Bahwa pekerjaan dan jabatan para terdakwa adalah : 
o Terdakwa I sebagai Lurah Pandang; 
o Terdakwa II sebagai Sekretaris Kelurahan Buakana; 
o Terdakwa III sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan 
Rappocini; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan No. 
65/BK/IV/2013 nanti di Polda baru melihat; 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Keterangan 
tersebut, tetapi ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK sebagai Lurah Buakana; 
- Bahwa saksi pernah bertemu MANSYUR, di mana pada hari itu 
MANSYUR datang menjemput saksi dan mengajak minum kopi di 
Losari Beach Pantai Losari dan Terdakwa II Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK datang naik sepeda motor, dan MANSYUR mengatakan 
panggil juga dia kita sama-sama minum kopi dan tidak lama 
kemudian pak KASIM juga datang jadi kami menggabung semua 
minum kopi; 
- Bahwa ada berkas berupa Blangko Sporadik dari BPN yang dibawa 
oleh Pak Kasim pada waktu itu; 
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sporadik tersebut sudah ada isinya, 
karena ada di dalam map dan saksi tidak buka; 
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Sporadik, dan Sporadik 
tersebut MANSYUR memberikan kepada Drs. ISLAMUDDIN ISHAK 
untuk ditandatangani; 
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hanya Sporadik yang 
ditandatangani oleh Drs. ISLAMUDDIN ISHAK (Terdakwa II) pada 
waktu itu, karena saksi tidak melihat pada waktu menandatangani 
karena dia pindah ke meja lain; 
- Bahwa Sporadik itulah yang ditandatangani oleh Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK (Terdakwa II) di Losari Beach pada waktu itu, tetapi saya 
tidak tahu berapa rangkap; 
- Pada hari Jumat tanggal 10 April 2013 di Warkop Losari Beach; 
- Bahwa saksi sudah pensiun tetapi belum lama pada waktu 
MANSYUR datang menjemput saksi untuk minum kopi di Warkop 
Losari Beach; 
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- Bahwa yang atas nama di Buku DHKP atas tanah tersebut adalah 
DR. HOESAIN ANOEZ; 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat atas tanah tersebut; 
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Buakana tidak 
pernah melihat di dalam Buku DHKP tanah atas nama ABD. KARIM 
SIAMA DG. NABA; 
- Bahwa Buku DHKP tersebut dipakai untuk menagih pajak; 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah 
tersebut; 
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan MANSYUR memanggil saksi 
minum kopi di Warkop Losari Beach; 
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masuk dalam Buku 
C dan Buku F karena tidak ada Buku F dan Buku C di Kelurahan 
Buakana ; 
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi Surat Keterangan tersebut, karena 
nanti di Polda baru saksi lihat dan tidak pernah membaca surat 
tersebut ; 
- Bahwa Drs. ISLAMUDDIN ISHAK (Terdakwa II) adalah Sekretaris 
pada Kelurahan Buakana ; 
- Bahwa saksi tidak tahu isi Sertifikat tersebut karena baru sekarang 
melihat ; 
- Bahwa NUR WARKA (Terdakwa I) tidak ada di Warkop Losari 
Beach pada waktu itu ; 
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah tersebut pada waktu saksi 
menjabat Lurah Buakana, karena tanah tersebut pada waktu itu 
kosong, tetapi sudah di pagar ; 
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut karena saksi 
tinggal di sekitar situ ; 
- Bahwa ada papan bicara yang dipasang di tanah tersebut yang 
menyatakan tanah tersebut milik DAHING Bin TJONGA, tetapi 
saksi tidak tahu kapan papan bicara tersebut di pasang, namun 
saya lihat baru di pasang ; 
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Buakana tidak 
pernah ada papan bicara di pasang di atas tanah tersebut ; 
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah tersebut adalah ± 
300 (tiga ratus) meter ; 
- Bahwa kelurahan Buakana termasuk Pemekaran dari Kelurahan 
Rappocini ; 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku C dan Buku F dan kalau 
mau melihat Buku C dan Buku F di Kantor Kecamatan Tamalate; 
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah tersebut milik orang 
tua ABD. KADIR SIAMA DG. NABA, tetapi sekarang saksi tidak 
tahu siapa pemilik tanah tersebut ; 
- Bahwa tidak ada MOHAMMAD BASRI di Warkop Losari Beach 
pada waktu itu ; 
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- Bahwa Kelengkapan/Syarat pengurusan Sertifikat adalah Akta Jual 
Beli, Keterangan Ahli Waris ; 
- Bahwa Sporadik tersebut di isi oleh yang bersangkutan dan 
diketahui oleh Lurah ; 
 
2) Saksi SADA ALI memberikan keterangan di bawah sumpah pada 
pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah 
tanah yang ada di Jalan Ap. Pettarani samping SPBU Makassar; 
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi melintas didepan lokasi tanah 
tersebut dan melihat banyak orang didalam lokasi tanah dan ada 
yang membakar sampah di dalam lokasi tersebut dan selain itu ada 
juga yang memasang tenda tarpal plastik; 
- Bahwa saksi masuk kedalam lokasi dan bertanya kepada orang 
yang ada didalam lokasi tersebut dan menyatakan bahwa tanah 
tersebut adalah milik Abdul kadir Siama Dg Naba kemudian saksi 
bergegas meninggalkan lokasi tersebut; 
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Dr Husain Anoez, dan saya 
mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Dr Husain Anoez 
karena saksi sering disuruh oleh Dr Husain Anoez untuk 
mengambil pajak PBB di kantor Kelurahan Buakana; 
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan Dr Husain Anoez; 
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu saksi disuruh oleh Dr. 
Husain Anoez mengambil Pajak PBB di Kantor Kelurahan Buakana 
; 
- Bahwa 2 (dua) kali saksi di suruh oleh Dr Husain Anoez mengambil 
PBB di Kantor Kelurahan Buakana; 
- Bahwa saksi mengetahui kalau PBB yang saksi ambil di Kelurahan 
Buakana obyeknya terletak di Jalan Ap. Pettarani; 
- Bahwa sebelum saksi disuruh mengambil PBB di Kantor Kelurahan 
Buakana saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik 
Dr Husain Anoez; 
- Bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong dan secara nyata 
tidak ada yang menguasai tanah tersebut; 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abd Kadir 
Siama Dg Naba; 
- Bahwa tidak ada surat-surat lain yang saksi ketahui tentang tanah 
tersebut selain PBB tersebut; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut; 
- Bahwa Lokasi tanah tersebut sudah dipagar tembok dan ada pintu 
masuk; 
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kalau tanah tersebut ada yang 
mengerjakan ; 
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- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud orang yang ada di 
lokasi tanah tersebut membakar sampah ; 
- Bahwa yang atas nama di dalam PBB yang saksi ambil di 
Kelurahan Buakana adalah Dr Husain Anoez; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sengketa 
terhadap tanah tersebut; 
- Bahwa tahun 2012 saksi disuruh oleh Dr. Husain Anoez mengambil 
PBB di Kantor Kelurahan Buakana; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ada sertifikat 
Hak Milik atas nama Dr Husain Anoez; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada nomor persil di PBB 
tersebut;  
- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi melintas di lokasi tanah tersebut 
pada waktu ada orang yang sedang bakar-bakar sampah dan ada 
juga yang pasang tenda; 
- Bahwa ada tanaman pisang dilokasi tersebut namun saksi tidak 
mengetahui siapa yang tanam pisang tersebut; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Dr Husain 
Anoez menguasai tanah tersebut; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar tembok 
di lokasi tanah tersebut; 
 
3) Saksi ROSLAN SAID memberikan keterangan di bawah sumpah 
pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan 
dengan masalah tanah di Jalan AP. Pettarani samping SPBU 
Makassar yang diserobot oleh Dg Naba, yang luasnya sekitar ± 
2.279 M2 dan saya mengetahui luas tanah tersebut dari Dr Husain 
Anoez; 
- Bahwa saksi diberitahu luas tanah tersebut oleh Dr Husain Anoez 
karena saksi sebagai penjaga tanah tersebut dan saksi di suruh 
menjaga tanah tersebut karena ada hubungan keluarga ;  
- Bahwa saksi disuruh menjaga tanah oleh Dr Husain Anoez sejak 
tahun 1994 sampai dengan sekarang; 
- Bahwa bentuk penjagaan saksi terhadap tanah tersebut adalah 
dengan membuat pagar, kemudian membuat papan bicara di lokasi 
tanah tersebut; 
- Bahwa tidak semua tanah tersebut dalam keadaan terpagar dan 
hanya bagian belakang yang tidak terpagar karena ada rumah 
seorang Polisi disitu, dan keadaan lokasi tanah saat itu dalam 
keadaan kosong ; 
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang mempermasalahkan 
ketika saksi datang membuat pagar; 
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- Bahwa papan bicara yang saksi buat sudah tidak ada dan diganti 
dengan papan bicara atas nama Abd kadir Siama Dg Naba, dan 
sekarang ada yang mengklaim tanah tersebut; 
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada yang mengklaim tanah tersebut; 
- Bahwa pada saat saksi mengetahui papan bicara yang saksi buat 
sudah diganti saksi melaporkan pada Dr. Husain Anoez kemudian 
Dr Husain Anoez melaporkan ke Polisi dan selain papan bicara ada 
juga tenda yang dipasang di lokasi tanah tersebut; 
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada tenda di lokasi tanah 
tersebut karena sudah lama mungkin sudah rusak; 
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan ahli waris Abd Kadir 
Siama Dg Naba atas tanah tersebut; 
- Bahwa tulisan di papan bicara tanah ini milik Ahli waris Abd Kadir 
Siama Dg Naba; 
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Dr. Husain Anoez dan saksi 
tahu karena Dr. Husain Anoez yang sampaikan sekitar tahun 2014; 
- Bahwa tanah tersebut Dr. Husain Anoez memperoleh dengan cara 
membeli, namun saksi tidak mengetahui dimana Dr Husain Anoez 
membeli tanah tersebut; 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat Abd Kadir Siama Dg 
Naba atas tanah tersebut; 
- Bahwa tanah tersebut sudah ada surat-suratnya diantaranya PBB 
atasnama Dr Husain Anoez dan saksi pernah melihat karena 
pernah di suruh mengambil PBB di kantor Kelurahan Buakana 
pada tahun 2014; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar PBB tahun 
2014 atas tanah tersebut oleh karena sebelumnya saksi pernah 
datang ke kantor Kelurahan Buakana untuk mengambil PBB atas 
tanah tersebut namun pada waktu itu PBB diambil oleh Sekretaris 
Lurah dia mencari dan mengatakan PBB tersebut dipegang oleh 
Lurah; 
- Bahwa sudah ada pagar di atas lokasi tersebut pada tahun 1994 
dan ada tanaman diantaranya pisang yang ditanam oleh penjaga 
tanah tersebut; 
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Dr Husain Anoez atas 
Sertifikat hak Milik No. 387 namun saksi pernah mendengar 
serifikat tersebut; 
- Bahwa Isi papan bicara yang saksi buat pada waktu itu adalah 
tanah ini milik Dr Husain Anoez kemudian papan bicara tersebut 
berubah menjadi tanah ini milik Abd Kadir Siama Dg Naba; 
- Bahwa saksi tidak dibayar oleh Dr Husain Anoez untuk menjaga 
lokasi tanah karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Dr 
Husain Anoez tersebut; 
- Bahwa tidak ada orang lain lain didalam lokasi, nanti pada tahun 
2014 baru ada kegiatan di lokasi tersebut; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil atas tanah tersebut; 
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4) Saksi DR. HOESAIN ANOEZ memberikan keterangan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan 
keterangan saksi tersebut benar semua, dan saksi pernah melapor 
ke Polisi ; 
- Bahwa permasalahan yang saksi Laporkan ke Polisi adalah 
masalah tanah saksi yang di serobot di Jalan A.P.Pettarani yang 
berhubungan dengan Rappocini yang luasnya adalah ± 2279 M2 ; 
- Bahwa tanah saksi yang di Serobot sudah punya Sertifikat Hak 
Milik Nomor :387 Gambar Situasi Nomor :798 tanggal 28 Juni 1979 
dengan luas ± 2279 M2 atas nama Dr. HUSAIN ANOEZ ; 
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari BASO LAWANG, dan pada 
waktu itu saksi katakan tidak mau membeli kalau belum punya 
Serifikat jadi saksi bersama BASO LAWANG mengurus Serifikat 
tersebut di BPN; 
- Bahwa harga tanah tersebut tidak sampai Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta) rupiah dan saksi beli pada tahun 1979; 
- Bahwa LASO LAWANG yang menguasai tanah tersebut pada 
waktu saksi beli; 
- Bahwa tanah tersebut belum dipagar pada waktu saksi beli ; 
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 1987 langsung 
atas nama saksi (HUSAIN ANOEZ) ; 
- Bahwa saksi tidak lihat surat-surat apa yang dimiliki oleh BASO 
LAWANG pada waktu saksi membeli tanah tersebut, jadi saksi 
menyuruh dia untuk dibuatkan Sertifikat ; 
- Bahwa saksi langsung menguasai tanah tersebut pada waktu di 
beli dengan cara memagar semipermanen lalu saksi pagar 
permanen sampai sekarang ; 
- Bahwa tidak ada pondok-pondok yang saksi buat didalam Lokasi 
tersebut ; 
- bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu saksi membeli 
tanah tersebut, dan nanti sekitar 20 (dua puluh) tahun setelah saksi 
membeli dan menguasai tanah tersebut baru ada yang menggugat 
di PTUN dan BPN, tetapi saksi tetap menang karena gugatannya di 
Tolak ; 
- Bahwa pada tahun 2014 tanah tersebut diserobot dan bentuk 
penyerobotannya adalah mereka memasang papan bicara dan 
mengganti papan bicara yang saksi pasang ; 
- Bahwa sesuai dengan papan bicara yang dipasang oleh 
penyerobot menyatakan kalau tanah tersebut milik ABDUL KADIR 
SIAMA DG. NABA; 
- Bahwa secara phisik tidak ada yang menguasai tanah tersebut, dan 
saksi mendengar kalau ada yang membuat surat-surat palsu atas 
tanah tersebut; 
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- Bahwa yang membuat surat palsu tersebut adalah orang yang 
menyerobot tanah tersebut ; 
- Bahwa tanah saksi tersebut dulu masuk Kelurahan Rappocini, 
sekarang masuk Kelurahan Buakana karena pemekaran, dan saksi 
pernah mendengar kalau Kelurahan Buakana memberi angin untuk 
menguasai tanah saksi tersebut dengan membantu membuatkan 
surat-surat ; 
- Bahwa ada surat-surat tanah saksi yang di palsukan yang pernah 
di perlihatkan di polisi, dimana surat-surat tersebut bukan atas 
nama saksi, tetapi atas nama ABDUL KADIR SIAMA DG. NABA ; 
- Bahwa saksi dengar dari Polisi kalau yang membuat surat palsu 
tersebut adalah aparat Pemerintah di Kelurahan Buakana ; 
- Bahwa saksi yang membayar Pajak PBB atas tanah tersebut dan 
pada tahun 2014 masih saksi yang membayar dan ada buktinya, 
dan di lokasi tersebut saksi rencana membangun Rumah Sakit ; 
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau ada yang pasang papan 
bicara di atas tanah tersebut saksi langsung melapor ke Polisi; 
- Bahwa saksi tidak pernah menemui ABDUL KADIR SIAMA DG. 
NABA mengenai masalah ini ; 
- Bahwa saksi hadir pada waktu penerbitan Sertifikat tanah tersebut, 
dan sesuai dengan Prosedur dan di umumkan selama 4 (empat) 
bulan dan tidak ada keberatan untuk penerbitan sertifikat tersebut 
dan semua syarat-syarat saksi penuhi; 
- Bahwa saksi pernah membuat surat Somasi agar semua kegiatan 
yang dilakuka di atas lokasi tersebut dihentikan, tetapi mereka tidak 
mengindahkan jadi saksi lapor ke Polisi; 
- Bahwa saksi lupa kapan ada orang masuk menguasai tanah saksi 
tersebut dengan cara memasang papan bicara; 
- Bahwa di kantor polisi saksi diperlihatkan surat-surat yang 
dipalsukan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buakana; 
- Bahwa BASO LAWANG yang lapor ke Kelurahan Buakana kalau 
tanahnya telah saksi beli; 
- bahwa surat Somasi yang saksi buat ditujukan kepada yang 
menguasai tanah saksi tersebut dan saksi kasih tembusan kepada 
Kelurahan; 
- bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Saksi membuat surat Somasi; 
- bahwa alas hak BASO LAWA pada waktu menjual tanah tersebut 
pada saksi adalah Rincik; 
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dikatakan palsu, 
karena hanya Polisi dan BPN yang sampaikan kalau banyak surat-
surat tanah saksi yang dipalsukan; 
- bahwa yang saksi laporkan ke Polisi adalah masalah pemalsuan 
dan penyerobotan; 
- bahwa yang benar tanah saksi tersebut dikuasai mereka pada 
tahun 2013 bukan tahun 2014; 
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5) Saksi AULIA ARSYAD, S.STP, M.Si memberikan keterangan di 
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah 
tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Kelurahan Buakana; 
- Bahwa tidak ada Buku C dan Buku F di Kelurahan Rappocini; 
- Bahwa sejak tanggal 24 April 2013 saksi menjadi Lurah Rappocini; 
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat surat dengan Nomor 
594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal penjelasan 
kepemilikan obyek tanah persil No. 26 D II Kohir No. 31 C 1 
Rappocini yang dikeluarkan oleh Muh. Basri selaku Kasi 
Pemerintahan Kelurahan Rappocini setelah dipanggil jadi saksi 
oleh polisi; 
- Bahwa saksi belum menjabat sebagai Lurah Rappocini pada saat 
surat tersebut dibuat oleh Muh. Basri sebagai Kasi Pemerintahan di 
Kelurahan Rappocini; 
- Bahwa saksi kaget ketika mengetahui kalau Muh. Basri selaku Kasi 
Pemerintahan pada Kelurahan Rappocini telah membuat surat 
penjelasan mengenai kepemilikan tanah Persil no. 26 DII Kohir No. 
31 CI; 
- Bahwa Muh. Basir selaku Kasi Pemerintahan pada Kelurahan 
Rappocini pada waktu itu; 
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat seperti itu adalah Kepala 
Kelurahan; 
- Bahwa tidak dimungkinkan Kasi Pemerintahan pada kelurahan 
Rappocini untuk mengeluarkan surat seperti itu karena harus 
Kepala Kelurahan yang keluarkan; 
- Bahwa Kasi Pemerintahan bisa mengeluarkan jika tidak prinsip; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah yang terletak 
di Jalan Pettarani tersebut; 
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Kasi Pemeintahan tersebut 
tidak sah oleh karena seharusnya Lurah yang bertandatangan dan 
tidak seharusnya Kelurahan Rappocini yang mengeluarkan surat 
seperti itu karena tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan 
Buakana; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada di mana Buku C dan Buku F 
tersebut; 
- Bahwa secara nyata letak tanah tersebut masuk dalam wilayah 
Kelurahan Buakana dan saksi sering lewat di lokasi tanah tersebut; 
- Bahwa Pak AYUB SALAHUDDIN sebagai Lurah Rappocini pada 
surat tersebut dibuat; 
- Bahwa arsip surat tersebut tidak ada di Kelurahan Rappocini dan 
surat tersebut tidak teregister di buku surat keluar Kelurahan 
Rappocini; 
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- Bahwa tidak semua wilayah Kelurahan Rappocini masuk ke dalam 
wilayah Kelurahan Buakana karena ada juga pemekaran dari 
wilayah Kelurahan Banta-bantaeng; 
- Bahwa wilayah Kelurahan Buakana dan wilayah Kelurahan 
Rappocini berbatasan; 
- Bahwa fungsi surat yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan bisa 
menunjukkan sebagai suatu hak; 
- Bahwa surat dengan Nomor 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 
2013 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan 
Rappocini tidak terdaftar di Kelurahan Rappocini; 
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang dikatakan oleh Kasi 
Pemerintahan Rappocini pada waktu saksi tanya untuk apa surat 
tersebut dikeluarkan; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Kepala Kelurahan Buakana 
pada tanggal 10 April 2013; 
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Islamuddin; 
- Bahwa Islamuddin tidak pernah menjadi Kepala Kelurahan 
Buakana namun pernah menjadi Sekretaris Lurah Buakana; 
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan antara 
lain surat penguasaan fisik; 
- Bahwa alas hak untuk menerbitkan sertifikat antara lain Akta Jual 
Beli, Rincik surat keterangan penguasaan fisik; 
 
6) Saksi Drs. AYYUB SALAHUDDIN memberikan keterangan di 
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan 
dengan masalah tanah yang terletak di Jalan AP. Pettarani 
Kelurahan Buakana. 
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan 
Rappocini; 
- bahwa saksi menjabat Kepala Kelurahan Rappocini sejak bulan 
Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2013; 
- bahwa saksi pernah melihat surat nomor 594/06/RC/IV/2013 
tanggal 04 April 2013 perihal penjelasan kepemilikan obyek tanah 
persil No. 26 D II Kohir No. 31 C 1 Rappocini yang dikeluarkan oleh 
Muh. Basri selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini; 
- bahwa tidak ada Buku C dan Buku F di kantor Kelurahan 
Rappocini; 
- bahwa saksi mengetahui letak tanah yang diterbitkan oleh Kasi 
Pemerintahan dengan surat nomor 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 
April 2013 perihal penjelasan kepemilikan obyek tanah persil No. 
26 D II Kohir No. 31 C 1 Rappocini; 
- bahwa letak tanah tersebut terletak di Jalan AP. Pettarani dekat 
SPBU Rappocini; 
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- bahwa pemilik tanah tersebut adalah Dr. Hoesain Anoez; 
- bahwa saksi mengetahui dari penjelasan-penjelasan sewaktu saksi 
dipanggil jadi saksi di Polda; 
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada sertifikat hak 
Milik atas tanah tersebut; 
- bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Buakana 
dan sebelum pemekaran tanah tersebut masuk dalam wilayah 
Kelurahan Rappocini; 
- bahwa jabatan Muh. Basri pada waktu itu adalah Kasi 
Pemerintahan di Kelurahan Rappocini; 
- bahwa saksi tidak mengetahui penerbitan surat dengan nomor 
594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal penjelasan 
kepemilikan obyek tanah persil No. 26 D II Kohir No. 31 C 1 
Rappocini yang dikeluarkan oleh Muh. Basri selaku Kasi 
Pemerintahan Kelurahan Rappocini dan surat tersebut saksi lihat 
setelah saksi dipanggil jadi saksi di Polda; 
- bahwa tidak ada pemberitahuan dari Muh. Basri kepada saksi 
sehubungan dengan surat tersebut; 
- bahwa surat yang dikeluarkan oleh Muh. Basri tersebut lokasinya di 
luar wilayah Kelurahan Rappocini; 
- bahwa tidak dibenarkan dan keliru surat yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Muh. Basri selaku Kasi Pemerintahan 
Kelurahan Rappocini; 
- bahwa tidak bisa Kasi Pemerintahan menerbitkan surat-surat terkait 
masalah tanah dan yang harus bertandatangan adalah Kepala 
Kelurahan; 
- bahwa surat tersebut adalah sebagao keterangan administrasi; 
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah di Kelurahan Buakana ada 
buku C dan Buku F; 
- bahwa tidak ada di Kelurahan Rappocini Buku C dan Buku F 
walaupun sebagai kelurahan induk; 
- bahwa ISLAMUDDIN ISHAK tidak pernah menjadi Kepala 
Kelurahan Buakana namun pernah menjadi Sekretaris Lurah 
Buakana. 
 
7) Saksi Drs. A. AZIS HASAN, M.Si memberikan keterangan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah 
tanah yang terletak di Jalan Rappocini Makassar dan sekarang 
tanah tersebut masuk Kelurahan Buakana; 
- Bahwa kelurahan Buakana adalah pemekaran dari Kelurahan 
Rappocini, dan Kelurahan Buakana sudah lama dan Kelurahan 
Rappocini sebaga Induk; 
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Dr. HOESAIN ANOEZ; 
107 
 
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Camat, saksi pernah 
menjabat sebagai Lurah +/- 12 (dua belas) tahun; 
- Bahwa tanah tersebut sudah kosong dan sudah dipagar; 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memangar tanah tersebut; 
- Bahwa tanah tersebut ada surat-suratnya atas nama Dr. HOESAIN 
ANOEZ; 
- Bahwa tanah tersebut sudah punya Sertifikat; 
- Bahwa kaitannya dengan para Terdakwa karena ada Surat 
Keterangan yang dibuat oleh para Terdakwa atas tanah tersebut 
dan saksi tahu karena Terdakwa I (NUR WARKA) yang 
menyampaikan kepada saksi kalau yang mengaku Ahli Waris tanah 
tersebut untuk dibuatkan surat Keterangan; 
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh para Terdakwa adalah 
keterangan yang menerangkan kalau yang mengaku sebagai ahli 
waris sebagai pemilik tanah tersebut; 
- Bahwa yang mengaku sebagai ahli waris  adalah ABD. KADIR 
SIAMA DG. NABA; 
- Bahwa ABD. KADIR SIAMA DG. NABA memasang papan bicara di 
atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang 
telah dipegang; 
- Bahwa tanah tersebut sudah didaftar di Kantor BPN dan yang atas 
nama dalam Sertifikat adalah Dr. HOESAIN ANOEZ; 
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Mahkamah Agung tersebut, 
karena Terdakwa I (NUR WARKA) memperlihatkan kepada saksi, 
dan saksi katakan kamu harus hati-hati karena tanah tersebut 
sudah ada pemiliknya dan sudah punya Sertfikat serta terdaftar di 
Kantor BPN; 
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Camat di Rappocini; 
 
8) Saksi MUHAMMAD KASIM memberikan keterangan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena membuat 
Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tentang kepemilikan tanah 
tersebut; 
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh para Terdakwa adalah: 
Untuk Terdakwa I: 
o Berita Acara Peninjauan Lapangan; 
o Surat Pernyataan tertanggal 5 Nopember 2013; 
o Surat Keterangan No. 558/BK/XI/2013 tertanggal 27-11-
2013; 
Untuk Terdakwa II: 
o Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2013; 
o Surat keterangan No. 65/BK/IV/2013 tertanggal 10-4-2013; 
Untuk Terdakwa III: 
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o Surat penjelasan kepemilikan obyek tanah persil No. 26 DII 
Kohir No. 31 CI Rappocini tertanggal 04 April 2013 No. 
594/06/RC/IV/2013 ; 
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan AP. Pettarani persimpangan 
Jalan Rappocini Makassar; 
- Bahwa pertama bukan saksi yang menemui Terdakwa I (NUR 
WARKA), tetapi BASRI yang dikuasakan kepada orang tua saksi; 
- Bahwa surat keterangan dan surat pernyataan yang diterbitkan 
oleh para Terdakwa diberikan kepada Bapak saksi; 
- Bahwa saksi pernah menemui langsung Terdakwa I (NUR WARKA) 
di rumahnya memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah 
tersebut, dan saksi memperlihatkan surat-surat tersebut kepada 
Terdakwa I (NUR WARKA) setelah orang tua saksi/Bapak ketemu 
dengan Terdakwa I; 
- Bahwa surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat oleh 
para Terdakwa adalah untuk kelengkapan penerbitan sertifikat dan 
penerbitan PBB; 
- Bahwa para Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan dan Surat 
Pernyataan karena saksi yang minta diterbitkan seperti itu; 
- Bahwa surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat oleh 
para Terdakwa belum digunakan; 
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah punya sertifikat atas 
nama Dr. Hoesain Anoez; 
- Bahwa saksi masuk menguasai tanah tersebut dengan cara 
memasang papan bicara dan membuat rumah kebun serta saksi 
berkebun di atas tanah tersebut; 
- Bahwa benar, dengan dasar Potokopi Putusan Mahkamah Agung 
yang saksi bawa kepada Terdakwa lalu diterbitkan surat 
keterangan dan surat pernyataan; 
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa I (NUR WARKA) telah membuat 
surat pembatalan dan surat penarikan terhadap Surat Pernyataan 
dan Surat Keterangan yang telah dibuat; 
- Bahwa sekitar +/- 3 (tiga) minggu setelah surat pernyataan dan 
surat keterangan dibuat oleh Terdakwa I (NUR WARKA) lalu 
membuat surat pembatalan dan penarikan; 
- Bahwa saksi membawa surat Pernyataan dan surat keterangan 
etrsebut ke Kantor Lurah Buakana setelah Terdakwa I (NUR 
WARKA) membuat surat pembatalan dan penarikan; 
- Bahwa surat Pernyataan dan Surat Keterangan tersebut baru saksi 
mau gunakan lalu ada pembatalan dan penarikan dari Terdakwa I 
(NUR WARKA); 
- Bahwa dari dulu saksi menegtahui kalau tanah tersebut punya 
Sertifikat, tetapi saksi berdasar dengan Putusan mahkamah Agung; 
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Somasi dari Dr. 
HOESAIN ANOEZ termasuk orang tua saksi juga tidak pernah 
menerima Surat Somasi tersebut; 
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2) Keterangan Terdakwa 
Dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan 
pada pokoknya sebagai berikut: 
1) Terdakwa I. NUR WARKAH, S.IP., M.Si di depan persidangan pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa menjabat sebagai Lurah 
Buakana, yang digantikan Terdakwa sebagai Lurah Buakana 
adalah SAMSUDDIN; 
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2014 Terdakwa terakhir 
menjabat sebagai Lurah Buakana; 
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah 
Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang Terdakwa buat; 
- Bahwa Dr. HOESAIN ANOEZ punya tanah di Kelurahan Buakana 
yang terletak di Jl. Rappocini Makassar 
- Bahwa tanah Dr. Hoesain Anoez sudah punya Sertifikat; 
- Bahwa Terdakwa pernah melihat tanah tersebut karena sering 
lewat di sana; 
- Bahwa tanah tersebut tidak ada yang menguasai, tetapi ada papan 
bicara yang dipasang di atas tanah tersebut dan sudah dipagar; 
- Bahwa Terdakwa pernah menerbitkan Surat Keterangan 
penguasaan fisik terhadap tanah tersebut atas permintaan ahli 
waris Abd. Kadir Siama Dg. Naba; 
- Bahwa ada permohonan Ahli waris masuk ke Lurah Buakana untuk 
minta diterbitkan Surat Keterangan penguasaan fisik, tetapi 
Terdakwa tidak tahu kapan permohonan tersebut masuk karena 
Terdakwa belum menjadi Lurah Buakana; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut punya warga; 
- Bahwa ada aktifitas di atas tanah tersebut tetapi tidak rutin; 
- Bahwa tanah tersebut pernah dilakukan peninjauan lapangan dan 
ada Berita Acara yang Terdakwa tandatangani; 
- Bahwa Terdakwa pernah menyurat ke BPN menanyakan tanah 
tersebut, tetapi belum ada balasan terus MUHAMMAD KASIM 
datang membawakan Putusan Mahkamah Agung, dan kami sering 
menyurat ke BPN menanyakan masalah tanah tetapi tidak pernah 
dibalas; 
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Buakana; 
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Surat Putusan Mahkamah 
Agung tersebut ke Camat untuk konsultasikan, dan Camat 
mengatakan hati-hati; 
- Bahwa Terdakwa pernah membaca Putusan Mahkamah Agung 
tersebut, tetapi hanya sepintas Terdakwa baca; 
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- Bahwa sekitar +/- 30 menit setelah Terdakwa membaca putusan 
Mahkamah Agung tersebut lalu Terdakwa menerbitkan Surat 
Keterangan dan Surat Pernyataan dan Terdakwa membuat karena 
hanya sebagai pelengkap pengurusan sertifikat, dan Terdakwa 
menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Keterangan tersebut 
karena sudah diparaf oleh Sekretaris Lurah (Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK); 
- Bahwa MUHAMMAD KASIM yang mengambil Surat Pernyataan 
dan Surat Keterangan tersebut telah Terdakwa tandatangani; 
- Bahwa MUHAMMAD KASIM yang datang membawa surat tersebut 
lalu Terdakwa membuat Surat Keterangan dan Surat Pernyataan; 
- Bahwa benar, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan itulah yang 
Terdakwa buat pada waktu itu; 
- Bahwa benar, ada Surat Pembatalan dan Surat Penarikan yang 
Terdakwa buat atas Surat yang telah Terdakwa keluarkan; 
- Bahwa sekitar 2 sampai 3 minggu setelah Terdakwa menerbitkan 
Surat Pernyataan dan Surat Keterangan lalu Terdakwa membuat 
Surat Pembatalan dan penarikan, dan Terdakwa buat setelah 
Putusan Mahkamah Agung tersebut Terdakwa bawa ke sepupu 
Terdakwa dan dia katakan kamu salah jadi Terdakwa langsung 
membuat Surat pembatalan dan penarikan; 
- Bahwa Surat Pembatalan dan Penarikan yang Terdakwa buat 
Terdakwa kirim langsung ke Ahli Waris Dahing bin Tjonga serta 
tembusan-tembusannya; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Surat Pernyataan dan Surat 
Keterangan yang Terdakwa buat sudah dilaporkan ke Polisi pada 
waktu Terdakwa membuat Surat Pembatalan dan surat penarikan; 
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa membuat Surat 
Pembatalan dan Surat Penarikan; 
- Bahwa benar, ada Polisi yang datang menanyakan Surat 
Pernyataan dan Surat Keterangan yang Terdakwa buat pada saat 
Terdakwa membuat Surat pembatalan dan penarikan; 
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian 
tersbeut; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa hari Terdakwa ketemu dengan 
Muhammad Kasim lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan dan 
Surat Keterangan; 
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau tanah tersebut sudah punya 
Sertifikat pada waktu Terdakwa membuat surat Pernyataan dan 
Surat Keterangan, tetapi karena ada Putusan Mahkamah Agung 
jadi Terdakwa membuat surat tersebut; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mana amar putusan pada waktu 
Terdakwa membaca Putusan tersebut dan setahu Terdakwa pada 
waktu Terdakwa membaca putusan tersebut ABD. KADIR SIAMA 
DG. NABA yang menang di tingkat kasasi; 
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- Bahwa Terdakwa merasa bersalah akhirnya Terdakwa membuat 
Surat pembatalan dan surat penarikan, dan sebelum Terdakwa 
membuat surat pembatalan dan surat penarikan Terdakwa tanya 
kepada Penyidik atas nama RIPAI dan PAK RIPAI menyatakan 
belum terlambat jadi Terdakwa membuat surat pembatalan dan 
surat penarikan; 
- Bahwa surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang Terdakwa 
buat telah dikembalikan oleh ABD. KARIM SIAMA DG. NABA; 
- Bahwa Terdakwa membuat surat penarikan karena surat 
pembatalan yang Terdakwa buat ternyata surat Pernyataan dan 
Surat Keterangan belum dikembailkan, dan semua barang bukti 
surat-surat tersebut Polisi ambil di kantor Lurah Buakana; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan surat-surat tersebut 
dikembalikan ke Kantor Kelurahan Buakana, karena bukan 
Terdakwa yang terima tetapi Drs. ISLAMUDDIN ISHAK yang 
menerima, pada bulan Maret 2014 Drs. Islamuddin telepon 
Terdakwa dan mengatakan kalau surat tersebut sudah 
dikembalikan oleh ABD. KADIR SIAMA DG. NABA; 
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa membuat surat pembatalan; 
- Bahwa pada bulan April 2014 Polisi datang ke Kantor Kelurahan 
Buakana mengambil barang bukti surat-surat tersebut; 
 
2) Terdakwa II. Drs. ISLAMUDDIN ISHAK di depan persidangan pada 
pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa jabatan terakhir Terdakwa adalah Sekretaris Lurah Buakana 
pada tahun 2011; 
- Bahwa benar, Kelurahan Buakana adalah pemekaran dari 
Kelurahan Rappocini; 
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sekarang karena 
masalah Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang Terdakwa 
buat mengenai tanah tersebut; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Dr. Hoesain Anoez punya tanah 
di Kelurahan Buakana; 
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Fotokopi Sertifikat tanah tersebut 
atas nama Dr. Hoesain Anoez, yang diperlihatkan oleh mantan 
Lurah Buakana SAMSUDDIN pada tahun 2012; 
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah Dr. Hoesain Anoez yang 
ada di Kelurahan Buakana ada yang komplen; 
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Surat Keterangan No. 
65/BK/IV/2013 tertanggal 10 April 2013; 
- Bahwa SAMSUDDIN mantan Lurah Buakana yang membuat Surat 
Keterangan tersebut Terdakwa tinggal tanda tangan di Warkop 
Losari Beach; 
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- Bahwa benar, Terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan 
tertanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh ABD. KADIR SIAMA DG. 
NABA; 
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan MUHAMMAD KASIM dan 
SAMSUDDIN di Warkop Losari Beach, dan pada waktu itu berkas 
sudah disiapkan oleh SAMSUDDIN mantan Lurah Buakana 
Terdakwa tinggal menandatangani; 
- Bahwa Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tersebut adalah 
syarat dan kelengkapan pengurusan Sertifikat; 
- Bahwa benar, surat keterangan dan surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh Terdakwa I (Nur Warka) Terdakwa paraf; 
- Bahwa Terdakwa yang membuat Surat Pernyataan dan Surat 
Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa I (Nur Warka); 
- Bahwa benar, semua barang bukti surat yang di keluarkan oleh 
Kelurahan Buakana Terdakwa yang konsep/membuat, termasuk 
surat pembatalan dan surat penarikan; 
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa membuat surat pembatalan 
dan surat penarikan sudah jadi kasus; 
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Lurah 
Buakana; 
- Bahwa ABD. KADIR SIAMA DG. NABA dan MUHAMMAD KASIM 
pernah datang ke Kantor Lurah Buakana minta dibuatkan surat 
keterangan dan surat pernyataan; 
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian 
tersebut; 
 
3) Terdakwa III. MUHAMMAD BASRI, S.IP., M.Si di depan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:: 
- Bahwa benar, Terdakwa pernah membuat surat penjelasan 
mengenai kepemilikan obyek tanah Persil No. 26 D II Kohir No. 31 
CI yang terletak di Rappocini Makassar; 
- Bahwa Terdakwa membuat Surat penjelasan mengenai tanah 
tersebut berdasarkan dengan surat permintaan dari ABD. KADIR 
SIAMA DG. NABA mengenai Persil dan Kohir tanah tersebut yang 
terletak di Rappocini Makassar; 
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Surat penjelasan 
tersebut karena Lurah Rappocini pada waktu itu sakit; 
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan 
Rappocini; 
- Bahwa tidak ada Buku C dan Buku F di Kantor Kelurahan 
Rappocini; 
- Bahwa benar, tanah tersebut terdaftar di Kelurahan Rappocini; 
- Lalu Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa, bukti surat 
penjelasan yang pernah di buat Nomor : 594/06/RC/IV/2013 
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tertanggal 04 April 2013, dan atas pertanyaan Hakim Ketua 
Terdakwa membenarkan surat tersebut yang dibuat; 
- Bahwa Surat penjelasan yang terdakwa buat hanya terkait masalah 
PBB; 
- Bahwa tidak ada surat lain yang terdakwa buat terkait masalah 
tanah tersebut, hanya surat penjelasan tersebut yang terdakwa 
buat; 
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan 
keterangan terdakwa tersebut benar; 
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian 
tersebut; 
- Bahwa benar, surat penjelasan yang terdakwa buat terdakwa buat 
terdakwa katakan kalau tanah tersebut terletak di Kelurahan 
Rappocini dengan Persil No. 26 D II Kohir No. 31 CI; 
- Bahwa ada fotokopi Buku C dan Buku F di Kelurahan Rappocini;  
Lalu terdakwa memperlihatkan didepan Majelis Hakim fotokopi 
Buku C dan Buku F; 
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BASO LAWA, dia seorang Makelar 
tanah; 
- Bahwa BASO LAWA tidak punya tanah di kelurahan Rappocini dan 
kelurahan Buakana; 
- Bahwa ada tembusan Akte Jual Beli ke Kelurahan kalau terjadi Jual 
Beli tanah; 
- Bahwa tidak ada tembusan Akte Jual Beli pada waktu Dr. Hoesain 
Anoez membeli tanah tersebut; 
- Bahwa tidak ada tembusan ke Kelurahan mengenai putusan 
kemenangan Dr. Hoesain Anoez; 
- Bahwa benar, tanah yang bermasalah di Kelurahan Rappocini 
wajib di Inventarisir; 
- Bahwa bukan merupakan kewajiban Akta Jual Beli ditembuskan ke 
Kelurahan kalau ada terjadi Jual Beli tanah; 
- Bahwa bisa Kelurahan Buakana menyurat ke Rappocini 
menanyakan data-data tanah; 
 
3) Barang Bukti 
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 387/Rappocini 
tanggal 22 Agustus 1979, gambar situasi Nomor : 798 tanggal 28 
Juni 1979 luas 2279 m2 An. Dr. Husaen Anoez. 
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 10 
April 2013, Perihal: sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 CI luas 
4200 m2 yang terletak di Jl. A. P. Pettarani Kel. Buakana Kec. 
Rappocini Kota Makassar terdaftar di Buku C atas nama DAHING 
Bin Tjonga yang menyatakan dan ditandatangani oleh Lurah 
Buakana atas nama Drs. ISLAMUDDIN ISHAK; 
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- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 April 2013 yang dibuat 
oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA, Perihal: pengakuan 
penguasaan sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 CI Blok 2 luas 
4200 m2 yang terletak Jl. A. P. Pettarani Kel. Buakana Kec. 
Rappocini Kota Makassar An. DAHING Bin TJONGA dan diketahui 
oleh Lurah Buakana Drs. ISLAMUDDIN ISHAK; 
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABD KADIR SIAMA DG NABA 
yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di atas Persil 26 D 
Kohir 31 CI blok 2 yang terletak  di persimpangan Jalan Rappocini 
Raya, tanah tersebut tidak dalam sengketa yang diketahui Lurah 
Buakana An. NUR WARKAH,S.Ip., M.Si; 
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013, Perihal: 
bahwa tanah yang dikenal di atas persil 26 D.II Kohir 31 CI Blok 2 
yang terletak di J. A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Raya 
sampai saat ini masih dalam penguasaan ahli waris ABD KADIR 
SIAMA DG NABA yang diketahui dan ditandantangani oleh Lurah 
Buakana NUR WARKAH, S.Ip., M.Si; 
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda pendaftaran sementara 
tanah milik Indonesia persil 26 D.II kohir 31 CI An. DAHING Bin 
TJONGA luas 0,27 Are (2700 m2) tanggal 12 Agustus 1958; 
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak hasil bumi persil 
26 D.II kohir 31 CI An. DAHING Bin TJONGA pajak tahun 
1960/1961; 
- 1 (satu) lembar surat asli penjelasan kepemilikan objek lokasi tanah 
persil 26 D.II kohir 31 CI Rappocini yang ditandatangani oleh MOH. 
BASRI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini) bertindak selaku 
Lurah Rappocini Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 4 April 2013; 
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING Bin 
TJONGA Ahli Waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D 
Kohir 31 CI; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri 
Ujung Pandang Nomor: 55/G.Tun/1999/P.TUN.Uj.Pdg tanggal 26 
Pebruari 2000; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Makassar Nomor : 21/Bdg.TUN/200/PT.TUN.Uj.Pdg 
tanggal 11 Desember 2000; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 
347.K/TUN/2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABA tanggal 06 
November; 
- Berita Acara Peninjauan Lapangan pada hari Senin tanggal 28 
Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH, 
S.Ip., M.Si; 
- 1 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik nama 
pajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 oleh ABD 
KADIR SIAMA DG NABA yang ditandatangani dan diketahui oleh 
Kepala Kelurahan Buakana An. NUR WARKAH, S.Ip., M.Si; 
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Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di 
atas, maka untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang termuat 
dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan 
ini; 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 
dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat 
dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum; 
Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) 
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya ialah: 
1. barang siapa; 
2. membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan 
hutang ataupun yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu 
kenyataan; 
3. penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian; 
4. dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli 
dan tidak dapat dipalsukan atau untuk membuat orang lain 
mempergunakan surat itu. 
Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya telah pula 
menjuntokan pasal yang didakwakan dengan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP atau sering disebut penyertaan. 
1. Unsur barang siapa 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun 
orangnya dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis 
telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi para Terdakwa yang 
telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani 
sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya; 
Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis 
berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. 
2. Unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan 
hutang ataupun yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu 
kenyataan; 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila surat 
yang dibuat secara palsu atau dipalsukan dapat menimbulkan salah 
satunya apakah itu menimbulkan suatu hak atau suatu perikatan atau 
suatu perbuatan hukum ataupun yang dimaksudkan untuk 
membuktikan suatu kenyataan, maka terbuktilah unsur dimaksud. 
Menimbang, bahwa menurut Satauchid Kartanegara bahwa yang 
dimaksud dengan perbuatan membuat secara palsu adalah pada 
mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian 
dibuat sepucuk surat yang bertentangan dengan kebenaran, 
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sedangkan yang dimaksud perbuatan memalsukan adalah bahwa 
sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya 
kemudian telah diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi 
bertentangan dengan kebenaran. 
Menimbang, bahwa Satauchid Kartanegara juga berpendapat 
bahwa membuat surat palsu itu hanya dapat dilakukan mengenai isi 
sepucuk surat, sedangkan menurut Simons, perbuatan tersebut bukan 
hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan 
mengenai tanda tangan yang dibubuhkan pada surat tersebut. 
Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam salah satu arresnya 
memandang perbuatan membubuhkan tanda tangan orang lain 
kepada sepuuck surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat 
tersebut secara palsu, walaupun pembubuhan tanda tangan orang lain 
itu dilakukan dengan seizin yang mempunyai tanda tangan tersebut. 
Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian tersebut di atas, 
menurut Majelis bahwa pendapat dari Simons maupun Hoge Raad 
tersebut yang lebih tepat. Perbuatan membuat surat palsu dapat 
mengenai isi maupun mengenai tanda tangan yang dibubuhkan pada 
sepucuk surat karena terkadang suatu surat menjadi tidak bernilai 
tanpa suatu tanda tangan. 
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama 
dakwaan penuntut umum dapat disimpulkan bahwa pokok 
permasalahan yang menjadi materi dakwaan, adalah terkait dengan 
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pembuatan dan penandatanganan surat oleh para Terdakwa yang 
menurut penuntut umum bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan 
kenyataan yang sebenarnya. 
Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, adalah 
fakta dalam perkara ini bahwa awalnya Abdul Kadir Siama Dg. Naba 
bersama anaknya Muhammad Kasim menemui Terdakwa I Nur 
Warkah, S.Ip., M.Si yang saat itu menjabat selaku Lurah Buakana 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan meminta agar dibuatkan 
surat keterangan penguasaan lokasi tanah yang terletak di Jalan A. P. 
Pettarani persimpangan Jl. Rappocini, Kelurahan Buakana Kota 
Makassar seluas 0,32 Ha; 
Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., 
M.Si kemudian membuat dan menandatangani surat Keterangan 
Nomor: 558/BK/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang 
menerangkan bahawa Tanah yang dikenal di atas Persil 26 D.II Kohir 
31 C.1 Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. 
Rappocini Raya Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar sampai saat ini masih dalam penguasaan ahli waris Abdul 
Kadir Siama Dg. Naba; 
Menimbang, bahwa selain itu Abdul Kadir Siama Dg. Naba juga 
mmebuat Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2013 yang 
menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di atas Persil 26 D.II Kohir 
31 C.1 Blok 02 yang terletak di Jl. A. P. Pettarani persimpangan Jl. 
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Rappocini Raya tidak dalam sengketa berdasarkan Surat Keputusan 
Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 347K/TUN/2001, telah diterbitkan 
salinan putusannya, telah diberikan kepada ahli warisnya tertanggal 6 
November 2013 yakni Abdul Kadir Siama Dg. Naba, di mana 
Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu 
telah meregister Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2013 yang 
dibuat oleh Abdul Kadir Siama Dg. Naba dengan Nomor: 
12/BK/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kemudian 
menandatanganinya; 
Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini sebagaimana 
diakui sendiri oleh Terdakwa I NUR WARKA, S.IP., M.Si dalam 
persidangan bahwa sesungguhnya yang membuat surat pernyataan 
tertanggal 15 November 2013 adalah Terdakwa I sendiri bersama staf 
kelurahan; 
Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini, 
bahwa tanah yang diklaim Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama 
anaknya Muhammad Kasim sebagaimana dimaksudkan dalam Surat 
Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013, sebagaiman diuraikan di atas, 
pemegang haknya adalah Dr. Husain Anoes berdasarkan alas hak 
kepemilikan yaitu berupa sertifikat Hak Milik No. 387/Rappocini. 
Demikian pula bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 
347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan 
sebagai pihak yang kalah; 
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Bahwa selain itu Muhammad Kasim bersama Terdakwa II Drs. 
ISLAMUDDIN ISHAK yang saat itu menjabat selaku Sekretaris 
Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah pula 
membuat Surat Keterangan Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 
2013 yang menerangkan bahwa sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 
C.1 Blok O2 seluas 4.200 m2 yang terletak di Jalan A.P. Pettarani 
Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdaftar di 
Buku C a/n Dahing Bin Tjonga, di mana surat Keterangan tersebut 
ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. ISLAMUDDIN ISHAK selaku 
Lurah Buakana. 
Bahwa pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar tidak terdapat Buku C dan Terdakwa II Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK saat itu juga bukan sebagai pejabat Lurah yang definitif 
melainkan hanya menjabat selaku Sekrertaris Kelurahan Buakana. 
Menimbang, bahwa lebih lanjut Abdul Kadir Siama Dg. Naba 
bersama Muhammad Kasim telah pula meminta Terdakwa III 
Mohammad Basri yang saat itu menjabat selaku Kasi Pemerintahan 
Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk 
membuat Surat Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 
Perihal Penjelasan Kepemilikan Obyek Tanah Persil No. 26 DII Kohir 
No. 31 CI Rappocini yang menjelaskan bahwa sesuai arsip yang ada 
pada kantor Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini, benar 
tercatat/terdaftar berdasarkan Buku F dan Buku C, obyek lokasi 
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berada di Persil No. 26 DII Kohir Nomor 31 CI Luas 0,23 Ha tercatat 
atas nama Dahing Bin Tjonga terletak di Kelurahan Buakana,. Surat itu 
ditandatangani oleh Terdakwa III Mohammad Basri selaku Kasi 
Pemerintahan atas nama Lurah Rappocini; 
Bahwa pada Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar tidak terdapat Buku F dan Buku C, selain itu juga 
menerangkan status tanah yang terletak di luar wilayah Kelurahan 
Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar; 
Menimbang, bahwa dari uraian di atas di mana sesungguhnya 
Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si, Terdakwa II Drs. Islamuddin Ishak 
dan Terdakwa III Mohammad Basri sudah mengetahui bahwa tanah 
yang dimaksud oleh Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya 
Muhammad Kasim yang hendak diurus surat-suratnya sebagai 
persyaratan untuk dapat diterbitkan sertifikatnya, sudah memiliki 
sertifikat hak milik No. 387/Rappocini atas nama dr. Husain Anoes, 
sehingga dpaat disimpulkan bahwa baik Surat Keterangan Nomor: 
558/BK/XI/2013 tanggal 27 November 2013, maupun Surat 
Pernyataan tertanggal 15 November 2013, Surat Keterangan Nomor: 
65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 dan Surat Nomor : 
594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang semuanya menjadi 
barang bukti dalam perkara ini, isinya adalah tidak sesuai dengan 
kenyataan yang sebenarnya atau isinya tidak benar, sehingga dengan 
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mengacu kepada pendapat Simons di atas, maka telah terbukti bahwa 
para Terdakwa telah ikut serta membuat surat secara palsu; 
Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini 
bahwa awalnya Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya 
Muhammad Kasim berniat hendak menguasai dan memiliki sebidang 
tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. 
Rappocini, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar 
seluas 0,32 Ha dan untuk maksud tersebut Abdul Kadir Siama Dg. 
Naba bersama anaknya Muhammad Kasim telah berusaha mengurus 
surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan untuk dapat 
diterbitkan suatu sertifikat, antara lain surat-surat yang telah diterbitkan 
oleh para Terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas; 
Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar dengan jelas 
bahwa dengan diterbitkan surat-surat sebagaimana disebutkan di atas 
yang merupakan persyaratan untuk dapat diterbitkannya suatu 
sertifikat hak tanah yang diklaim Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama 
anaknya Muhammad Kasim sebagai miliknya, di mana para Terdakwa 
terlibat di dalam proses pembuatannya, jelas di satu sisi berpotensi 
menimbulkan suatu hak bagi Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama 
anaknya Muhammad Kasim, sementara di sisi lain Dr. Husain Anoes 
dapat kehilangan haknya sebagai pemilik atas tanah yang terletak di 
Jalan A.P. Pettarani persimpangan Jl. Rapoocini, Kelurahan Buakana, 
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Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha berdasarkan 
sertifikat Hak Milik No.387/Rappocini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas 
Majelis berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi; 
3. Unsur Penggunaannya dapat Menimbulkan Suatu Kerugian; 
Menimbang, bahwa kata “dapat” menimbulkan kerugian dalam 
unsur ini tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, 
melainkan hanya “kemungkinan atau potensi” timbulnya kerugian 
seperti itu; 
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 
Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si, terlibat dalam 
perbuatan/penerbitan surat Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013, 
Terdakwa II Drs. Islamuddin Ishak terlibat dalam 
pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Nomor: 65/BK/IV/2013 
tanggal 10 April 2013 serta Terdakwa III Mohammad Basri terlibat 
dalam pembuatan/penerbitan Surat Nomor: 594/06/RC/IV/2013 
tanggal 04 April 2013; 
Menimbang, bahwa dengan adanya penerbitan surat-surat 
sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan persyaratan untuk 
dapat diterbitkannya suatu sertifikat hak tanah yang diklaim Abdul 
Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya Muhammad Kasim sebagai 
miliknya, jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi Dr. Husain 
Anoes, kendatipun dalam kenyataannya Surat Keterangan Nomor: 
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558/BK/XI/2013 tanggal 27 November 2013, maupun Surat 
Pernyataan tertanggal 15 November 2013, Surat Keterangan Nomor: 
65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 sudah dicabut kembali oleh 
Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si tapi tidaklah menghilangkan sifat 
melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis 
berkesimpulan bahwa unsur “dapat menimbulkan kerugian” telah 
terpenuhi; 
4. Unsur dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat 
yang asli dan tidak dapat dipalsukan atau untuk membuat orang 
lain mempergunakan surat itu. 
Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan suatu maksud lebih 
lanjut (bijkomend ookmerk) pada tindakan pemalsuan surat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana itu ialah 
maksud lebih lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang ia 
palsukan atau yang ia buat secara palsu atau membuat orang lain 
mempergunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan surat asli 
dan tidak dipalsukan; 
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa 
sesungguhnya Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si, Terdakwa II Drs. 
Islamuddin Ishak dan Terdakwa III Mohammad Basri sudah 
mengetahui bahwa tanah yang dimaksud oleh Abdul Kadir Siama Dg. 
Naba bersama anaknya Mohammad Kasim yang hendak diurus surat-
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suratnya sebagai persyaratan untuk dapat diterbitkan sertifikatnya, 
sudah terbit atau sudah ada sertifikat hak miliknya atas nama dr. 
Husain Anoes, namun Terdakwa tetap menerbitkan surat keterangan 
Nomor: 558/BK/XI/2013, serta menyetujui Surat Pernyataan tertanggal 
15 November 2013, Terdakwa II Drs. Islamuddin Ishak tetap 
membuat/menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 65/BK/IV/2013 
tanggal 10 April 2013, demikian pula dengan Terdakwa III Mohammad 
Basri tetap dalam pembuatan/penerbitan Surat Nomor: 
594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013. 
Menimbang, bahwa sudah barang tentu para Terdakwa 
membuat/menerbitkan surat-surat tersebut dengan maksud agar dapat 
dipergunakan Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya 
Muhammad Kasim untuk mengurus sertifikat atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam surat-surat tersebut in casu tanah yang terletak Jalan 
A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini, Kelurahan Buakana, 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha. 
Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian di atas, Majelis 
berkesimpulan bahwa unsur mempergunakannya sebagai surat yang 
asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain 
mempergunakan surat tersebut, telah terbukti terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan 
di atas, pada perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi seluruh unsur 
dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan selanjutnya akan 
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dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana berikut 
ini; 
Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan amupun tuntutan 
penuntut umum, maka penyertaan (deelneming) dalam perkara para 
Terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam arti orang yang turut serta melakukan; 
Menimbang, bahwa adalah fakta hukum dalam perkara ini 
sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terjadinya tindak pidana 
pembuatan surat palsu sebagaimana diuraikan di atas, sangat tampak 
adanya kerja sama antara Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si dan 
Terdakwa II bersama dengan Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama 
anaknya Muhammad Kasim, sedangkan Terdakwa III Mohammad 
Basri tampak kerjasamanya dengan Abdul Kadir Siama Dg. Naba 
bersama anaknya Muhammad Kasim. Meskipun tidak tampak kerja 
sama antara Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam 
pembuatan Surat Nomor: 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013, 
namun secara tidak langsung tetap tampak kerjasama di antara 
mereka karena bertolak dari niat yang sama yakni membantu Abdul 
Kadir Siama Dg. Naba bersama anaknya Muhammad Kasim, 
kelengkapan surat-surat yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat 
atas tanah. 
Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa 
penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum; 
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Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, di 
mana semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap para 
Terdakwa haruslan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut umum, 
maka terhadap pembelaan penasihat hukum yang secara spesifik 
belum dipertimbangkan haruslah dikesampingkan; 
Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini tidak 
ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan 
penghapus pidana bagi para Terdakwa. Oleh karena itu, sudah 
selayaknya apabila para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan 
yang dilakukannya itu dan sudah selayaknya apabila dipidana dan 
dibebani membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sesuai 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, haruslah dikembalikan kepada 
penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 
Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan pantas 
dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa 
pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk 
menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk 
menyadarkan dan mendidik para Terdakwa supaya insaf dan 
menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki 
tindakannya di kemudian hari; 
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Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana itu harus 
memperhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan baik bagi 
para Terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak yang 
dalam hal tersebut, maka faktor edukasi, represif dan sosiologis perlu 
pula dijadikan dasar pertimbangan; 
Menimbang, bahwa dengan demikian apabila hakekat pemidanaan 
tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan 
sebagaimana telah diuraikan di atas yakni bahwa surat-surat yang 
dibuat dan diterbitkan oleh para Terdakwa sebagaimana disebutkan di 
atas, sudah ditarik oleh Terdakwa I Nur Warkah, S.Ip., M.Si. sehingga 
surat-surat tersebut belum mempunyai akibat hukum terhadap 
kepemilikan Dr. Husain Anoes atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam surat-surat tersebut, maka menurut Majelis bahwa tuntutan 
penuntut umum terhadap para Terdakwa adalah terlalu berat dan 
dirasa tidak sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa; 
Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, selain 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini, Majleis memandang 
layak dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana 
dalam amar putusan di bawah ini; 
Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dikemukakan pula hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan pemidanaan bagi para 
Terdakwa, sebagai berikut: 
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Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Para Terdakwa sopan dan mengakui terus terang 
perbuatannya; 
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
2. Amar Putusan 
Mengingat Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang 
terkait: 
M E N G A D I L I : 
1. Menyatakan Tedakwa I NUR WARKAH, S.IP., M.Si, Terdakwa II 
Drs. ISLAMUDDIN ISHAK dan Terdakwa III MUH. BASRI telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-
sama; 
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
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4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 387/Rappocini 
tanggal 22 Agustus 1979, gambar situasi Nomor: 798 tanggal 
28 Juni 1979 luas 2279 m2 An. Dr. Husaen Anoez; 
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 65/BK/IV/2013 tanggal 
10 April 2013, Perihal: sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 C 
I luas 4200 m2 yang terletak di Jl. A. P. Pettarani Kel. Buakana 
Kec. Rappocini Kota Makassar terdaftar di Buku C atas nama 
DAHING Bin TJONGA yang menyatakan dan ditandatangani 
oleh Lurah Buakana atas nama Drs. ISLAMUDDIN ISHAK; 
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 April 2013 yang 
dibuat oleh ABDUL KADIR SIAMA DG. NABA, Perihal 
pengakuan penguasaan sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 
C I Blok 2 luas 4200 m2 yang terletak di Jl. A. P. Pettarani Kel. 
Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar An. DAHING Bin 
TJINGA dan diketahui Lurah Buakana Drs. ISLAMUDDIN 
ISHAK; 
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ABD KADIR SIAMA DG NABA 
yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di atas persil 26 
D II Kohir 31 C I blok 2 yang terletak persimpangan Jalan 
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Rappocini Raya, tanah tersebut tidak dalam sengketa yang 
diketahui oleh Lurah Buakana An. NUR WARKAH, S.IP. M.Si; 
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013 
Perihal bahwa tanah yang dikenal di atas persil 26 D II Kohir 31 
C I blok 2 yang terletak di Jl. A. P. Pettarani persimpangan 
Jalan Rappocini Raya sampai saat ini masih dalam 
penguasaan ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA yang 
diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Buakana NUR 
WARKAH, S.IP., M.Si; 
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda pendaftaran sementara 
tanah milik Indonesia persil 26 D II Kohir 31 C I An. DAHING 
Bin TJONGA luas 0,27 Are (2700 m2) tanggal 12 Agustus 
1958; 
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak hasil bumi 
persil 26 D II Kohir 31 C I An. DAHING Bin TJONGA pajak 
tahun 1960/1961; 
- 1 (satu) lembar surat asli penjelasan kepemilikan objek lokasi 
tanah persil 26 D II kohir 1 C I Rappocini yang ditandatangani 
oleh MOH. BASRI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini) 
bertindak selaku Lurah Rappocini Nomor: 594/06/RC/IV/2013 
tanggal 4 April 2013; 
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- 1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING 
Bin TJONGA Ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA persil 26 
D Kohir 31 C I; 
- 1 (satu) examplar foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negeri Ujung Pandang Nomor: 55/G.Tun/1999/P.TUN.Uj Pdg 
tanggal 26 Pebruari 2000; 
- 1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Makassar Nomor: 21/Bdg.TUN/2000/PT.TUN.Uj 
Pdg tanggal 11 Desember 2000; 
- 1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI 
Reg. No 347.K/TUN/2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG 
NABA tanggal 06 November; 
- Berita Acara Peninjauan Lapangan pada hari Senin tanggal 28 
Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR 
WARKAH, S.IP., M.Si; 
- 1 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik 
nama pajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 
oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA yang ditanda tangani dan 
diketahui oleh Kepala Kelurahan Buakana An. NUR WARKAH, 
SIP, M.Si ; 
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam 
perkara lain ; 
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6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
3. Analisa Hukum 
Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, 
keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan 
hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti yang sah. Dengan 
demikian, alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya 
hubungan kausalitas (sebab akibat). Hal ini dipertegas dalam 
ketentuan Pasal 183 KUHAP yang isinya. 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dengan alat-alat bukti tersebut 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan 
keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh terdakwa36. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, alat bukti yang sah ialah:  
a. keterangan saksi;  
b. keterangan ahli;  
c. surat; 
                                                          
36
 Hari Sasangka & Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, 
Bandung, 2003, hlm 11.  
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d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa.   
Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
30/Pid.B/2015/PN.Mks, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim 
adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud 
ialah dalam bentuk alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP. Berikut penulis akan memaparkan mengenai alat bukti yang 
dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan para 
Terdakwa beserta dengan barang bukti.  
1) Mengenai Keterangan Saksi 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi adalah salah satu 
kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil pada 
suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan 
menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Keterangan seorang saksi baru mempunyai 
nilai pembuktian apabila saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum 
memberikan keterangan. 
Untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa dalam Putusan Perkara 
Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim telah memeriksa 8 
(delapan) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi- saksi 
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tersebut yaitu (1) SYAMSUDDIN, saksi (2) SADA ALI, saksi (3) ROSLAN 
SAID, dan saksi (4) Dr. HOESAIN ANOEZ (saksi korban), saksi (5) AULIA 
ARSYAD, S.STP., M.Si, saksi (6) Drs. AYYUB SALAHUDDIN, saksi (7) 
Drs. A. AZIS HASAN, M.Si dan saksi (8) MUHAMMAD KASIM 
menerangkan hal-hal yang sama yakni para Terdakwa diajukan ke 
persidangan karena masalah tanah yang terletak di Jl. A. P. Pettarani 
Kelurahan Buakana. 
Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi 
adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau 
menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan dipersidangan.  
Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus bersungguh-
sungguh memperhatikan37:  
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;  
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;  
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan tertentu ;  
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 
Sehubungan dengan apa yang dinyatakan saksi dalam persidangan 
dan fakta-fakta yang terungkap maka jika dihubungkan dengan ketentuan 
Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa pendapat maupun rekaan 
yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan 
                                                          
37
 Hary Sasangka & Lily Rosita, op.cit, hlm 38-39.   
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saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat 
atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan 
berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai 
sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam Putusan 
Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. 
Dalam putusan ini ditegaskan bahwa, “orang tua terdakwa, polisi, dan 
jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan 
kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang 
sah”. 
Sebagaimana pernyataan Hakim Kristijan P. Djati, S.H. dalam 
wawancara tanggal 29 November 2015, yang menilai keterangan saksi 
bahwa :  
“Semua saksi yang dihadirkan pada dasarnya mengemukakan hal yang 
sama, yakni mengetahui para Terdakwa membuat surat keterangan 
dan surat pernyataan yang di kemudian hari baru diketahui hal tersebut 
palsu. Ada banyak kejanggalan yang terungkap dari keterangan yang 
dikemukakan oleh saksi.” 
Menurut Penulis keterangan saksi yang diutarakan di persidangan 
patut dipertimbangkan mengingat para saksi mengetahui permasalahan 
yang terjadi. Saksi-saksi yang dihadirkan mampu memberikan keterangan 
secara sistematis dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh hakim dan penasihat hukum. Dengan demikian apa yang 
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dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut dapat dianggap sebagai keterangan 
saksi.  
2) Mengenai Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) 
KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.  
Dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan, semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap para 
Terdakwa haruslah dinyakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim Kristijan P. Djati, S.H. 
bahwa:  
“Sudah barang tentu para Terdakwa membuat/menerbitkan surat-surat 
tersebut dengan maksud agar dapat dipergunakan Abdul Kadir Siama 
Dg. Naba bersama anaknya Muhammad Kasim untuk mengurus 
sertifikat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat-surat 
tersebut.”    
Dengan demikian dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa unsur mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak 
dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut 
telah terbukti terpenuhi. 
Terhadap perkara tersebut jika dikaitkan dengan pernyataan Ahli 
hukum Negeri Belanda Trapman dalam ceramahnya pada “Juristen 
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Congres” pada tanggal 30 September 1933 di Belanda mengemukakan 
kedudukan dan sikap terdakwa, pembela, jaksa, dan hakim  dalam proses 
pengadilan. Kedudukan terdakwa sendiri yakni een subjective beoordeling 
ven een subjective positive, maksudnya adalah kedudukan terdakwa 
bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya ia hanya mengambil 
sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh dusta, boleh 
menyangkal setiap tuduhan dan ini semuanya untuk kepentingannya 
sendiri. 
Berdasarkan apa yang dikemukakan Kristijan P. Djati, S.H., bahwa 
mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada para 
Terdakwa, pemidanaan pada hakikatnya dimaksudkan tidak semata-mata 
untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk 
menyadarkan dan mendidik para Terdakwa supaya insaf dan menyadari 
kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di 
kemudian hari. Selan itu, penjatuhan pidana harus memperhatikan hal-hal 
lain guna memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa di satu pihak 
maupun bagi korban di lain pihak yang dalam hal tersebut, maka faktor 
edukasi, represif dan sosiologis perlu pula dijadikan dasar pertimbangan. 
Apabila hakikat pemidanaan tersebut dikaitkan dengan fakta yang 
terungkap dalam persidangan yakni surat-surat yang dibuat dan 
diterbitkan oleh para Terdakwa sudah ditarik oleh Terdakwa I NUR 
WARKAH, S.IP.,M.Si sehingga surat-surat tersebut belum mempunyai 
akibat hukum terhadap kepemilikan Dr. HUSAIN ANOEZ atas tanah 
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sebagaimana dimaksud dalam surat-surat tersebut dirasa terlalu berat dan 
tidak sesuai dengan kesalahan para Terdakwa sebagimana tuntutan 
penuntut umum.  
Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yakni 
keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 
harus disertai alat bukti lain. Dengan demikian meskipun seorang 
terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena 
yang dikejar adalah kebenaran materil. Oleh karena itu, pengakuan 
Terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Akan tetapi 
terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh hakim tersebut, Penulis 
menilai pengakuan terdakwa bisa menambah keyakinan hakim 
sebagaimana diketahui bahwa hukum di Indonesia menganut hukum 
pembuktian negatif yakni diperlukan adanya keyakinan hakim terhadap 
suatu perkara. Jadi meskipun telah diajukan dua atau lebih alat bukti yang 
sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, tetapi jika Hakim tidak 
yakin maka Hakim bisa saja memutus berdasarkan apa yang diyakininya.  
3) Mengenai Barang Bukti 
Dari cara mendapatkan barang bukti dapatlah ditarik kesimpulan 
bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan 
penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau 
pemeriksaan surat untuk mengambi alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan 
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pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan38. Jika dilihat dari 
ketentuan Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan  barang bukti, seakan-
akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara materil barang bukti 
sering kali sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan 
keyakinannya. Seperti yang kita ketahui bahwa KUHAP menganut sistem 
pembuktian negatif, yakni adanya macam-macam alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang dan adanya keyakinan bagi hakim untuk 
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Namun demikian, alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang telah melebihi minimum 
pembuktian, tetapi hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya, hakim tidak bisa 
dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada meskipun alat bukti yang 
ada sudah memenuhi syarat minimum pembuktian.39 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai 
barang bukti yakni surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh para 
Terdakwa meskipun telah ditarik oleh Terdakwa I NUR WARKAH, 
S.IP.,M.Si., sehingga surat-surat tersebut belum mempunyai akibat hukum 
terhadap kepemilikan Dr. Husain Anoez (korban) atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam surat tersebut. Namun, hal tersebut tidaklah 
menghilangkan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa. 
                                                          
38
 Hari Sasangka & Lily Rosita, op.cit, hlm. 99-100.  
39
Ibid, hlm 101.  
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Kristijan P. Djati selaku Hakim yang menangani perkara ini dalam 
wawancara tertanggal 29 November 2015 kemudian menyatakan lebih 
lanjut bahwa: 
“Meskipun surat-surat tersebut belum sempat digunakan oleh Abdul 
Kadir Siama Dg. Naba, seluruh barang bukti yang diajukan telah 
terbukti merupakan surat palsu karena telah diperiksa oleh 
Laboratorium Forensik. Dengan demikian, unsur melawan hukum 
pada pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi.” 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman). Di dalam 
suatu putusan, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 
sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan 
sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa.  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. 
Selain dari apa yang diuraikan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh 
Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan 
dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan 
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dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya karena tidak 
adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan No. 
30/Pid.B/2015/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang digunakan Majelis 
Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat 
bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dalam mempertimbangkan 
tentang pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim berdasar pada fakta-
fakta yang timbul dalam persidangan menilai bahwa para Terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, para Terdakwa 
sadar akan akibat yang ditimbulkan, serta Para Terdakwa dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap 
untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Sama 
halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat hal-hal yang 
memberatkan yaitu perbuatan para Terdakwa yang telah memalsukan 
surat sehingga korban Dr. HUSAEN ANOEZ menjadi pihak yang 
dirugikan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para Terdakwa 
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belum pernah dihukum sebelumnya, para Terdakwa mengakui 
perbuatannya dan menyesalinya serta para Terdakwa mempunyai 
tanggungan keluarga. Sikap para Terdakwa yang bersikap sopan selama 
dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menjadi pertimbangan 
yang meringankan oleh Majelis Hakim. Hal ini merupakan pertimbangan 
sosiologis dari Hakim yang tidak semata-mata hanya menggunakan 
pertimbangan yuridis-normatif.  
Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan yaitu 
keterangan saksi, keterangan para Terdakwa hingga barang bukti 
dikaitkan dengan keyakinan Hakim. Majelis Hakim kemudian menyatakan 
para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 
tindak pidana serta menjatuhkan pidana (vonis) kepada para Terdakwa 
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 
sebagaimanaPasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.  
Berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum Hakim dalam 
penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang mengacu pada putusan 
perkara pidana Nomor: 30/Pid.B/2015/Pn.Mks, Majelis Hakim sama sekali 
tidak menguraikan adanya concursus dalam perkara ini. Dalam surat 
dakwaan, terlihat jelas bahwa masih ada beberapa delik yang bisa 
dikenakan kepada para Terdakwa, yakni tindak pidana penyerobotan atas 
tanah yang diatur pada Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Delik penyerobotan menjadi 
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penting untuk didakwakan karena Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama 
Muhammad Kasim secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang 
telah dibuat oleh para Terdakwa untuk memaksa masuk menguasai tanah 
milik korban. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) 
KUHP. 
1. Barang siapa 
Unsur barang siapa mengacu pada para Terdakwa bersama 
dengan Abdul Kadir Siama Dg. Naba serta Muhammad Kasim yang 
menggunakan surat palsu yang telah dibuat sebagai dasar untuk 
memaksa masuk untuk menguasai tanah milik korban. 
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan 
tertutup dengan cara melawan hukum 
Unsur ini telah terpenuhi karena Muhammad Kasim menggunakan 
surat palsu yang dibuat oleh para Terdakwa untuk memaksa masuk ke 
dalam tanah milik korban kemudian menanam pohon pisang dan ubi 
maupun mencabut papan bicara yang telah terpasang sebelumnya. 
3. Atas permintaan yang berhak  atau suruhannya tidak segera pergi 
Unsur ini telah terpenuhi karena telah diperingatkan oleh orang 
yang bertugas untuk menjaga tanah tersebut tetapi tidak dihiraukan 
oleh pelaku. 
Jadi, Penulis menganggap Jaksa Penuntut Umum dapat 
menambahkan dakwaannya dengan delik penyerobotan atas tanah 
karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Jaksa Penuntut 
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Umum dalam Surat Dakwaan menjerat para Terdakwa menggunakan 
jenis dakwaan tunggal sehingga tidak menguraikan adanya concursus 
dalam perkara ini. Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya tidak 
menyentuh ketentuan mengenai concursus. Hal tersebut dapat dilihat 
selama persidangan, ketentuan mengenai concursus yang seharusnya 
didakwakan terhadap para Terdakwa dengan men-juncto-kan kedua 
tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan ketentuan 
pidana mengenai concursus realis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
67 KUHP, yang seharusnya hal tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam 
menentukan bahwa perkara ini dapat digolongkan sebagai perbarengan 
tindak pidana (concursus).  
Dalam wawancara tertanggal 29 November 2015 pukul 11.00 WITA 
dengan anggota Majelis Hakim Kristijan P. Djati, SH., menyatakan tidak 
dimasukkannya concursus dalam pertimbangan putusan karena Majelis 
Hakim menganggap surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut 
Umum tidak mendakwakan tentang concursus idealis maupun realis. 
Majelis Hakim menimbang dalam konteks dakwaan maupun tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum hanyalah menyangkut penyertaan (deelneming). 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan 
yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam arti 
orang yang turut serta melakukan.  
Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa 
keadilan Hakim. Padahal, sebuah putusan haruslah didasarkan pada 
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pertimbangan-pertimbangan ilmiah sehingga putusan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Perkara 
Nomor: 30/Pid.B/2015/Pn.Mks menurut Penulis merupakan kasus dengan 
concursus realis. Penulis beranggapan bahwa penjatuhan pidana kepada 
para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sangat 
ringan mengingat konsekuensi concursus realis yaitu gabungan beberapa 
tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa memiliki ancaman pidana 
pokok yang sejenis, maka konsekuensi dari concursus realis yang 
ancaman pidana pokoknya sejenis yakni absorbsi dipertajam. 
Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman terhadap para 
Terdakwa dalam perkara No.30/Pid.B/2015/PN.Mks seharusnya 
mengkumulasikan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
yang ancaman pidana penjaranya paling lama 6 (enam) tahun dengan 
Pasal 167 ayat (1) Jo. Ayat (4) KUHP yang ancaman pidana penjara 
maksimum 1 (satu) tahun. Absorbsi yang dipertajam dari kedua pasal 
tersebut adalah 9 (sembilan) tahun penjara, namun Majelis Hakim hanya 
menghukum para Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahunpenjara yang 
cukup jauh dari ancaman hukuman maksimal.  
Penjatuhan hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera dan 
tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana tetapi 
juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa supaya insaf 
dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki 
tindakannya. Penjatuhan hukuman tersebut bukanlah merupakan balas 
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dendam, tetapi merupakan sarana mendidik agar Terdakwa menyadari 
akan kesalahannya dan tidak mengulang lagi perbuatannya serta dapat 
menjadi seorang warga negara yang baik pada masa yang akan datang 
sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat. Selain itu, penjatuhan 
pidana harus memerhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan 
bagi para Terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak dalam 
perkara tersebut, maka faktor represif, edukasi dan sosiologis perlu pula 
dijadikan dasar pertimbangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa:  
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 
pemalsuan surat pada perkara Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Mks, 
yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik melalui 
keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan para Terdakwa, 
maka para Terdakwa di dalam persidangan telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
pemalsuan surat. Dalam surat dakwaan, para Terdakwa didakwa 
dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum, para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana 
yang dimaksudkan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 
(dua) tahun 6 (enam) bulan. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum 
tidak menguraikan adanya perbarengan tindak pidana (concursus). 
Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindakan 
penyerobotan yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Ayat (4) 
KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun, 
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sehingga ancaman hukumannya adalah absorbsi yang dipertajam 
dari kedua pasal tersebut yaitu 9 (sembilan) tahun penjara. 
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 
30/Pid.B/2015/PN.Mks adalah pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan sosiologis. Adapun alat bukti yang digunakan Hakim 
adalah keterangan saksi, keterangan para Terdakwa beserta 
barang bukti. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan 
menilai bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya para Terdakwa sadar akan akibat yang 
ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, para Terdakwa 
dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap 
untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak 
adanya alasan penghapusan pidana. Namun, dalam penjatuhan 
pidana Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa 
termasuk perbarengan tindak pidana (concursus). 
B. Saran  
Dari kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar setiap 
pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana pemalsuan 
sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat 
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agar pelaku mendapat efek jera untuk tidak mengulang 
perbuatannya lagi.  
2. Penulis mengharapkan adanya peningkatan terhadap sumber daya 
manusia terutama bagi aparat penegak hukum agar pemahaman 
mengenai concursus dapat lebih dipahami secara mendalam. 
3. Penulis mengharapkan bagi aparat pemerintah yang memiliki 
kewenangan dalam mengeluarkan surat atau kegiatan administrasi 
yang berkaitan dengan permohonan masyarakat untuk 
mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah 
surat. Sebaiknya sebelum mengeluarkan surat perlu ditelusuri 
mengenai maksud dan tujuan Pemohon. Peristiwa ini bias menjadi 
pelajaran bagi semua pihak untuk tidak menggampangkan segala 
sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan dan menimbulkan 
kerugian bagi orang lain. 
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